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MOTTO
رر فف ظر  رر بر صر  نن مر
“Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah
ia”
If There Is No Change There Is No Change
“Kalau Tidak Ada Perubahan Tidak Ada
Perubahan”
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PEDOMAN TRANSLITERSI
Pedoman  transliterasi  yang  dipakai  dalam penulisan  skripsi  di  fakultas
Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Surakarta  berdasarkan  pada  Keputusan
Bersama Menteri  Agama dan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
158/1987  dan  0543  b/U/1987  tanggal  22  Januari  1988.  Pedoman  transliterasi
tersebut adalah:
1. Konsonan 
Fonem konsonan  Bahasa  Arab  yang  dalam sistem  tulisan  Arab
dilambangkan dengan huruf,  sedangkan dalam transliterasi  ini  sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf
latin adalah sebagai berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba B Be
ت ta T Te
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas)
ج jim J Je
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal D De
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas)
ر ra R Er
ز zai Z Zet
س sin S Es
ش syin sy Es dan ye
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah)
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah)
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah)
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah)
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Ki
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah ...’.... Apostrop
ي ya y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fath}ah a a
Kasrah i i
Dammah u u
Contoh:
N
o
Kata Bahasa Arab Transliterasi
1 بتك Kataba
2 ركذ Zukira
3 بهذي Yazhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal  rangkap  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  gabungan
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
N
o
Kata bahasa Arab Transliterasi
1. فيك Kaifa
2. لوح Haula
3. Maddah 
Maddah atau vokal  yang lambangnya berupa harakat  dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
ي .......أ Fathah dan
alif atau ya
a> a dan garis di atas
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و .........أ Dammah dan
wau
u> u dan garis di atas
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لاق Qa>la
2. ليق Qi>la
3. لوقي Yaqu>lu
4. يمر Rama>
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta  Marbutah  mati  atau  mendapat  harakat  sukun  transliterasinya
adalah /h/.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir  katanya Ta marbutah diikuti  oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لافطفلا ةضور Raud}ah al-at}fa>l
raud}atul atfa>l
2. ةحلطف T}alhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tuisan  Arab
dilambangkan  dengan  sebuah  tanda  yaitu  tanda  Syaddah  atau  Tasydid.
Dalam  transliterasi  ini  tanda  Syaddah  tersebut  dilambangkan  dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. انابر Rabbana
2. لزب ن Nazzala 
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf Qamariyyah.
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  Syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai  dengan bunyinya yaitu  huruf /l/  diganti  dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Sedangkan  kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  Qamariyyah
ditransliterasikan  sesuai  dengan  aturan  yang  digariskan  di  depan  dan
sesuai  dengan  bunyinya.  Baik  diikuti  dengan  huruf  Syamsiyyah  atau
Qamariyyah,  kata  sandang  ditulis  dari  kata  yang  mengikuti  dan
dihubugkan dengan kata sambung.
Contoh:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لجلرب لا Ar-rajulu
2. للجلا Al-Jala>lu
7. Hamzah
Sebagaimana  telah  di  sebutkan  di  depan  bahwa  Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan
di  akhir  kata.  Apabila  terletak  di  awal  kata  maka  tidak  dilambangkan
karena  dalam tulisan  Arab  berupa  huruf  alif.  Perhatikan  contoh-contoh
berikut ini:
No Kata bahasa Arab Transliterasi
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta’khuduna
3. ؤنالا An-Nau’u
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi  dalam  transliterasinya  huruf  kapital  itu  digunakan  seperti  yang
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama
diri  dan  permulaan  kalimat.  Bila  nama  diri  itu  didahului  oleh  kata
sandangan  maka  yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  adalah  nama  diri
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.
Penggunaan  huruf  awal  kapital  untuk  Allah  hanya  berlaku  bila
dalam tulisan  Arabnya  memang  lengkap  demikian  dan  kalau  penulisan
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
No Kalimat Arab Transliterasi
1. لوسر لإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa>
rasu>l
2. نيملاعلا بر لا دمحلا Al-hamdu lillahi
rabbil’a>lami>na
9. Penulisan Kata
Pada  dasarnya  setiap  kata  baik  fi’il,  isim  maupun  huruf  ditulis
terpisah.  Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab
yang  sudah  lazim dirangkaikan  denga  kata  lain  karena  ada  huruf  atau
harakat yang diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya
bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau
bisa dirangkaikan.
Contoh:
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخ وهل لا نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha
lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-
mi>za>na/ Fa auful-kaila wal
mi>za>na
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ABSTRAK
Rosikhun Nuruz Zaman, NIM: 142121053; “Pandangan Kepala Kua Jaten Dan
Kua  Colomadu  Terhadap   Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pembinaan
Kelembagaan  Agama  Islam  No.  Div/E.D/17/1979  (Tentang  Perkawinan
Suami Dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i)”
Penelitian  ini  membahas  tiga  permasalahan  diantaranya:  1)  Bagaimana
Pandangan  Kepala  KUA  Jaten  dan  Kepala  KUA  Colomadu  Kabupaten
Karanganyar  terhadap  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah  Istri  Akibat  Talak
Raj’i; 2) Apa dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Jaten dan Kepala KUA
Colomadu  dalam  mensikapi  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah  Istri  Akibat  Talak
Raj’i: 3)  Bagaimana Perlaksanaan Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri Akibat
Talak Raj’i  menurut Prespektif Hukum Islam
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)
menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  sumber  data
primer  dari  wawancara  langsung  dengan  pihak  Kantor  Urusan  Agama  terkait
pelaksanaan perkawinan dalam masa ‘Iddah di Kantor Urusan Agama Colomadu
dan Jaten Kabupaten Karanganyar.
Dari  hasil  penelitian,  menunjukkan bahwa,  pertama:  perkawinan  suami
dalam masa  ‘Iddah istri tidak terjadi di KUA Colomadu namun terjdi di KUA
Jaten disebabkan perbedaan pandangan antara dua kepala KUA tersebut, kedua:
Kepala KUA Colomadu memahami surat edaran tersebut hanya himbauan namun
demi mencegah berbagai dampak negatif maka surat itu sebaiknya dilaksanakan,
sedangkan Kepala KUA Jaten tidak melaksanakan surat edaran tersebut karena
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, ketiga: perkawinan suami dalam
masa  ‘Iddah istri  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  Islam,  dengan  berbagai
pertimbangan sebaiknya duda tidak menikah ketika mantan istrinya masih dalam
masa Iddah agar tercapai kemaslahatan umat.
Kata Kunci: Perkawinan, ‘Iddah, Ṭalaq Raj’i
ABSTRACT
Rosikhun Nuruz Zaman, SRN: 142121053; "The perspective of
the head of kua (religious Affairs office) in Colomadu And
Jaten  Against  Circulars  letter  of  Directorate  General  of
Islamic  Institutional  Development   No.  Div/e.  D/17/1979
(about marriage husband in wife’s Iddah due to divorce
Raj'i)"
The problem statements of this research are: 1) what is the
perspective  of  the  head  of  kua  (religious  Affairs  office)  in
Colomadu  And  Jaten  Against  Circulars  letter  of  Directorate
General  of  Islamic  Institutional  Development   No.  Div/e.
D/17/1979  (about  marriage  husband  in  wife’s  Iddah  due  to
divorce Raj'i) 2) what is the legal basis used by the head of kua
(religious Affairs office) in Colomadu And Jaten Against Circulars
letter of Directorate General of Islamic Institutional Development
No.  Div/e.  D/17/1979 (about  marriage husband in  wife’s  Iddah
due to divorce Raj'I 3) what  is the implementation of marriage of
husband in  wife’s  Iddah due to  divorce  Raj'i  according  to  the
Perspective of Islamic law.
This  research  wasfield  research  of   qualitative  research
methods by using the primary data source of a direct interview
with  the  Office  of  religious  affairs  related  to  marriage  during
‘iddah period at The Office of religious affairs in Colomadu and
Jaten of Karanganyar Regency.
The results of the study, showed that; first : marriage done
by the husband in  wife’s  ‘iddah period did not  happen in  the
office  of  religious  affair  (KUA)  in  Colomadu.  Therefore,   it
happened  in the office of religious affair (KUA) in Jaten because
of different perspective between both the heads of religious affair
(KUA).  Second:  the head of  religious  affair  (KUA)  in  Colomadu
apprehend tha  the circular letter was better to be implemented.
Whereas,  the  hed  of  religious  affair  (KUA)  in  Jaten  did  not
implement the circular letter because it was not appropriate with
islamic  laws,  third:  the  marriage done  by  the  husband during
wife’s  ‘iddah period  is  not  clearly  set  in  islamic  law.Based on
many considerations, it is better for the widowers to not getting
married during  his ex-wife is still on iddah period in order to get
best result to many people.
Keywords: Marriage, ‘Iiddah, Ṭalaq Raj’i
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten  Karanganyar  merupakan  satu  dari  sekian  wilayah
Kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Jawa Tengah.  Sebagai  Kabupaten  dengan
wilayah yang luas yaitu mencapai 773 km2 menjadikan Karanganyar membagi
daerahnya  kedalam  17  Kecamatan.1 Di  setiap  kecamatan  terdapat  pula
berbagai  instansi  pemerintahan  diantaranya  adalah  Kantor  Urusan  Agama
(KUA).  Dalam  hal  ini  Kantor  Urusan  Agama  berada  dibawah  naungan
lembaga pemerintah diatasnya yaitu Kementerian Agama.
Kementerian  Agama  Kabupaten  Karanganya  sendiri  terletak  di  Jl.
Lawu No. 142 Bejen, Karanganyar. Baik Kementerian Agama maupun Kantor
Urusan  Agama  memiliki  tugas  pokoknya  masing-masing.  Sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan Menteri  Agama Nomor  34 Tahun 2016 bahwa
Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan Islam
di  wilayah  kerjanya.  Pun  demikian  pihak  Kemeterian  Agama  yang
1 Anonym. Sekilas Pandang Kabupaten Karanganyar. (Online: 
http://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=28),  diakses 4 April 2018 jam 
10.43 WIB.
membidangi urusan agam Islam berhak mengkordinasi kinerja Kantor Urusan
Agama.2
Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama yakni
sebagai  lembaga  yang  bertugas  melaksanakan  pencatatan  perkawinan  bagi
warga  Negara  yang beragama Islam.  Dalam urusan pencatatan  perkawinan
seorang Pejabat KUA diharuskan berstatus sebagai Pegawai Pencatata Nikah
(PPN).3
Di  Kabupaten  Karanganyar  dari  17  Kepala  KUA ada  sejumlah  15
Kepala  KUA  sudah  memiliki  status  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),
2 Peraturan  Menteri Agama Nomor 34 Tahun  2016 perihal Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, 20 April 2018.
3 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah, 18 September 2018.
sedangkan 2  Kepala KUA yang belum berstatus sebagai Pegawai Pencatat
Nikah yaitu Tarmo Kepala KUA Kecamatan Karanganyar dan Fathul Amin
Kepala KUA Kecamatan Tasikmadu.4 Dengan jumlah mayoritas Kepala KUA
yang  telah  berstatus  PPN tentu  menjadikan  keyakinan di  mata  masyarakat
bahwa  Kepala  KUA di  Kabupaten  Karanganyar  dianggap  berkompeten  di
bidangnya.
Namun  belakangan  ini  terjadi  sebuah  perbedaan  pemahaman  di
beberapa KUA yang ada di Kabupaten Karanganyar khususnya di KUA Jaten
dan KUA Colomadu. Dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan pencatatan
perkawinan bagi seorang duda cerai akibat  Talak Raj’i yang bekas istrinya
masih berstatus masa Iddah.
Di KUA Colomadu misalnya, bagi seorang duda cerai akibat  Talak
Raj’i yang hendak mengajukan perkawinan di KUA sedang istrinya masih
dalam masa  Iddah,  maka KUA mengharuskan ia  menunggu masa  Iddah
istrinya  habis.  Sebab  menurut  Kepala  KUA Colomadu  Muhammad  Amin
Fakhroni,  seorang  duda  cerai  yang  hendak  menikah  sedang  bekas  istrinya
4 Yusuf, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 
Kabuaten Karanganyar, Wawancara, 20 Mei 2018, jam 09.00 WIB.
berada dalam masa Iddah duda tersebut harus menunggu habis masa  Iddah
mantan istrinya.  Beliau  mendasarkan pada  Surat  Edaran  Direktorat  Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979. Dalam surat
tersebut  dijelaskan  bahwa  duda  yang  akan  menikah  kembali  diharuskan
meminta izin poligami ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.5
Sedangkan berbeda dengan  di KUA Jaten, seorang duda cerai akibat
talak  raj’i yang  hendak  mengajukan  perkawinan  sedang  istrinya  masih
dalam  masa  Iddah,  maka  pihak  KUA  tetap  melaksanakan  pencatatan
perkawinan  seperti  biasa  tanpa  ada  syarat  khusus.  Baik  berupa  surat
permohonan izin poligami yang ditetapkan Pengadilan Agama maupun surat
pernyataan tidak akan merujuk diatas materai sebagai pencegahan terjadinya
poligami  terselubung.  Narasumber  kami  Supomo berargumen  bahwa Surat
Edaran  Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Nomor
DIV/Ed/17/1979 hanya bersifat himbauan, sehingga tidak memiliki kekuatan
yang hukum mengikat sebagaimana Undang-undang.6 
5 Amin Fakhroni, Kepala KUA Colomadu, Wawancara Pribadi, 20 
Oktober 2018, 30 Mei 2018, jam 09.30-10.00 WIB.
Kedua fakta lapangan tersebut menjadi perhatian penulis sebagaimana
telah  terbitnya  sebuah  Surat  Edaran  Direktorat  Jendral  Pembinaan
Kelembagaan  Agama Islam Nomor  DIV/Ed/17/1979,  yang  isinya  berbunyi
sebagai berikut:
1. Bagi  seorang suami  yang telah  menceraikan isterinya  dengan talak
raj'i  dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa
iddah bekas isterinya,  maka dia harus mengajukan izin poligami ke
Pengadilan Agama.
2. Sebagai  pertimbangan  hukumnya  adalah  penafsiran  bahwa  pada
hakekatnya  suami  isteri  yang  bercerai  dengan  talak  raj'i adalah
masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya.
Karenanya  bila  suami  tersebut  akan  nikah  lagi  dengan  wanita  lain
pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti  hukum adalah
beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus
tersebut  dapat  diterapkan  pasal  4  dan  5  Undang-Undang Nomor  1
Tahun 1974.
6 Supomo, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, 
Wawancara Pribadi, 5 Juni 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut
harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.
Dalam surat  ini  ditegaskan  bahwa  bagi  suami  (duda)  yang  hendak
menikah dalam  Iddah istrinya akibat  Talak Raji’i ternyata harus meminta
izin poligami ke Pengadilan Agama. Namun prakteknya ketika seorang duda
mengagjukan diri untuk menikah maka pihak KUA Jaten dan KUA Colomadu
memiliki  pandangan yang berbeda.  Ada yang melaksanakan sesuai  dengan
Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam tersebut, ada pula yang menempuh jalan
lain yaitu dengan cara mencatatkan pekawinan pemohon seperti biasa.7
Berdasar  kejadian  tersebut  penulis  akan  mencoba  menganalisa
permasalahan-permasalahan  perbedaan  pelaksanaan  pencatatan  perkawinan
yang  ada  di  KUA Jaten  dan KUA Colomadu  khususnya  dalam perbedaan
pandangan tentang pelaksanaan perkawinan duda yang bekas istrinya dalam
masa Iddah. Karena itu kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang
dituangkan  dalam sebuah  skripsi  dengan  judul:  “PANDANGAN KEPALA
KUA JATEN DAN KUA COLOMADU TERHADAP  SURAT EDARAN
DIREKTORAT  JENDERAL  PEMBINAAN  KELEMBAGAAN  AGAMA
7 Ibid.
ISLAM  NO.  DIV/E.D/17/1979  (TENTANG  PERKAWINAN  SUAMI
DALAM IDDAH ISTRI AKIBAT TALAK RAJ’I)”.
B. Rumusan Masalah
Perumusan  masalah  merupakan  bagian  terpenting  dalam  suatu
penelitian  agar  terungkap  apa  yang  sebenarnya  terjadi  lalu  bagaimana
penyelesaiannya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  permasalahan  yang  akan
diangkat dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA Jaten dan Kepala KUA Colomadu
Kabupaten Karanganyar terhadap  Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat
Talak Raj’i?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Jaten dan Kepala KUA
Colomadu dalam mensikapi  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan Islam No.
DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah  Istri  Akibat
Talak Raj’i?
3. Bagaimana  Perlaksanaan  Perkawinan  Suami  Dalam  Iddah  Istri  Akibat
Talak Raj’i  menurut Perspektif Hukum Islam?
C. Tujuan Penelitian
Sehubung  dengan  masalah-masalah  yang  menjadi  bahasan  utama
dalam penelitian ini, maka pembahasan ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui  bagaimana Pandangan KUA Jaten dan Kepala KUA
Colomadu  Kabupaten  Karanganyar  terhadap  Surat  Edaran  Dirjen
Bimbingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam
Iddah Istri Akibat Talak Raj’i.
2. Untuk mengetahui bagaiman dasar hukum yang digunakan Kepala KUA
Jaten dan Kepala KUA Colomadu dalam mensikapi  Surat Edaran Dirjen
Bimbingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam
Iddah Istri Akibat Talak Raj’i.
3. Untuk  mengetahui  Perlaksanaan  Perkawinan  Suami  Dalam  Iddah  Istri
Akibat Talak Raj’i menurut Perspektif Hukum Islam.
D. Manfaat Penelitian
Dari  penelitian ini  harapan penulis  dapat  memberikan
hasil  penelitian  yang  berguna,  serta  diharapkan  mampu
menjadi sebuah pedoman dalam Ilmu Hukum maka manfaat
penelitian ini diantaranya adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Untuk  menambah  bahan  kepustakaan  dalam  bidang
pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang
berhubungan  perkawinan  suami  dalam  masa  Iddah istri
akibat Talak Raj’i.
2. Kegunaan Praktis
a. Memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  ilmu
hukum tentang  pelaksanaan perkawinan suami  dalam
masa ‘Iddah istri Talak Raj’i.
b.  Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada
masyarakat  luas  terkhusus  KUA  Jaten  dan  KUA
Colomadu  mengenai  proses  perkawinan  suami  dalam
Iddah istri akibat Talak Raj’i. 
E. Kerangka Teoritis
Kerangka  teori  merupakan  kerangka  konsep,  landasan  teori,  atau
paradigma  yang  disusun  untuk  menganalisis  dan  memecahkan  masalah
penelitian.  Untuk  itu  kami  menggunakan  beberapa  teori  yang  menjadi
landasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pernikahan
Pernikahan menurut  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada
pasal 2 dijelaskan bawha;
a. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
2.  Talak
T Ṭalaq berasal dari bahasa Arab yaitu kata “ق لطفا“ artinya lepasnya
suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya suatu hubungan perkawinan.8
Sedangkan secara  lughawi  t Ṭalaq  berasal  dari  kata  ق لطف – قللطي – قلطف
yang  artinya  bercerai.9 Talak  merupakan  sebuah  institusi  yang
8 Tihami, dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah 
Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 229.
9 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur‟an, 1973), hlm. 239.
digunakan  untuk  melepaskan  sebuah  ikatan  perkawinan,  dengan
demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya
telah diatur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).10
3. Talak Raj’i
Talak Raj’i menurut Muhammad Jawad Mughniyah
yaitu  talak  dimana  suami  masih  memiliki  hak  untuk
kembali  kepada  isterinya  (rujuk)  sepanjang  isterinya
tersebut masih dalam masa  iddah,  baik isteri tersebut
bersedia dirujuk maupun tidak.11 Dengan kata lain dapat
dikatakan  bahwa  Talak  Raj’i adalah  talak  di  mana  si
suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa
10 Amir Nuruddin, Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.
melalui  nikah baru,  selama isterinya  itu  masih  dalam
masa ’iddah.
4. ‘Iddah
‘Iddah sebagai  suatu  masa  yang  telah  ditentukan  sya>ri
setelah  adanya  perceraian  yang  mewajibkan  seorang  wanita  untuk
menunggu tanpa melakukan perkawinan sampai putusnya masa itu.12
5. Sadd az-Dzari'ah
11 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, 
Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Figih Lima Mazhab, 
(Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 451.
12 Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami, Juz VII, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 
hlm. 625.
Sadd  az-Dzari'a>h adalah  suatu  metode  dalam
menetapkan  suatu  hukum  apabila  muncul  suatu
peristiwa   atau  kasus  yang  pada  dasarnya  kasus
tersebut hukumnya boleh, namun karena diyakini akan
membawa  pada  kerusakan  atau  kemaksiatan  maka
kasus  atau  perbuatan  tersebut  atas  dasar  Sadd  az-
Dzari'ah ditetapkan hukumnya menjadi haram.13
F. Tinjauan Pustaka
Pembahasan mengenai masalah pernikahan suami dalam iddah istri ini
pernah dibahas di beberapa penelitian, namun dalam fokus permasalahan yang
dibahas berbeda-beda, diantaranya:
Skripsi  dari  Ika  Laili  Rohmi,  dengan  judul  skripsinya  “Perkawinan
Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979
Dirjen Bimbaingan Islam Tentang Masalah  Poligami  dalam Iddah di  KUA
Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009). Dalam skripsi
ini berfokus melihat pola pelaksanaan perkawinan suami dalam ‘iddah istri di
13 M.Usman, FIlsafat Hukum Islam, (Surakarta: Jurusan Syariah IAIN 
Surakarta, 2009 ), hlm. 106.
KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati. Selain itu juga melihat seberapa efektifitas
Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami
dalam ‘iddah istri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam ‘iddah istri di
KUA Kec.  Tlogowungu Kab.  Pati  pada  bulan  Januari-Agustus  2009,  serta
mencari  solusi  alternatif  pemecahan  masalah  dikotomi  pelaksanaan
perkawinan tersebut.14
Skripsi  dari  Muhlasin,  dengan judul  skripsinya  “Masa Iddah Suami
Dalam Talak Raj’i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) No. Div/E.D/17/1979) Di KUA dan PA
Bangkalan”.  Dalam skripsi  ini  berfokus pada landasan dan ketentuan Surat
Edaran  Direktur  Badan  Peradilan  Agama  Islam  (DITBINBAPERA)  NO.
D.IV/E.D/17/1979) terhada  KUA Dan PA Bangkalan, yang kedua sikap dan
penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
(DITBINBAPERA)  NO.  D.IV/E.D/17/1979)  Di  KUA Dan  PA Bangkalan,
yang  terakhir  status  perkawinan  yang  melanggar  Surat  Edaran  Direktur
14 Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri 
(Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam 
Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. 
Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009)”, Skripsi, Jurusan Ahwal 
AlSyakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  (DITBINBAPERA)
NO.D.IV/17/1979 Di KUA dan PA Bangkalan.15
Skripsi oleh Moch. Fatkhi Subkhi dengan judul “Izin Poligami dalam
Masa ‘iddah”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa seorang suami yang
menceraikan istrinya dengan talak raj i dan ingin menikah lagi dengan wanita‟
lain  dalam keadaan istri  yang pertama masih  menjalani  masa  ‘iddah,  bagi
suami tersebut diharuskan minta izin ke Pengadilan Agama sebagaimana izin
poligami,  karena  pada  hakikatnya  perkawinan  dengan  istri  yang  pertama
masih belum putus. Kesimpulan yang kedua dari penelitian ini adalah bahwa
wanita yang di talak raj‟i menurut Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam
masih  mempunyai  ikatan  perkawinan  dengan  suami  yang  menceraikannya
selama belum habis  masa ‘iddahnya.  Oleh karenanya,  hak-haknya masih
dianggap sama sebagaimana belum diceraikan.16
15 Muhlasin, “Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj’i (Studi Penerapan 
Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 
(DITBINBAPERA) NO. D.IV/E.D/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan”, 
Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 
Salatiga, 2016.
16 Moch. Fatkhi Subkhi, “Izin Poligami dalam Masa Iddah”, Skripsi, 
Jurusan Ahwal AlSyakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
Dilakukannya  telaah  pustaka  terhadap  skripsi  tersebut  untuk
membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang
sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  peneliti  lain,  sehingga
menghindarkan dari adanya duplikasi.
Berbeda dengan skripsi yang peneliti susun dengan judul “Pandangan
Kepala  Kua Jaten  Dan  Kua  Colomadu  Terhadap   Surat  Edaran  Direktorat
Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  No.  Div/E.D/17/1979
(Tentang  Perkawinan  Suami  Dalam Iddah  Istri  Akibat  Talak  Raj’i)”,  yang
mana skripsi ini berfokus pada praktek pencatatan perkawinan yang dilakukan
di KUA Jaten dan KUA Colomadu terhadap duda cerai yang masih berada
dalam  masa  iddah bekas  istrinya  akibat  talak  raj’i.  Serta  bagaimana
pandangan  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Jaten  dan  KUA
Kecamatan  Colomadu  mengenai  landasan  pemberlakuan  Surat  Edaran
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  No.
Div/E.D/17/1979 (Tentang Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri Akibat Talak
Raj’i),  serta  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan
perkawinan suami dalam iddah istri akibat talak raj’i di KUA Kecamatan
Jaten dan KUA Kecamatan Colomadu.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research)
yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan
survey  pendahuluan.17 Untuk  memperoleh  data,  penulis  melakukan
penelitian  di  KUA  Jaten  dan  KUA  Kecamatan  Colomadu  Kabupaten
Karanganyar.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Jadi  hasil
penelitian  merupakan  gambaran  pemecahan  dari  masalah  yang  diteliti
yang melalui beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya wawancara
dan dokumentasi.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini,
subyek  penelitiannya  atau  sumber  informan  adalah  pejabat  atau
pegawai KUA Kecamatan Jaten dan KUA Kecamatan Colomadu.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data-data  yang  berasal  dari  dokumen
laporan-laporan buku-buku,  kitab-kitab fiqh,  jurnal,  artikel,  majalah
ilmiah dan buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis
17 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 31.
lakukan yang berhubungan dengan masalah pernikahan suami dalam
masa  iddah isteri.  Dan juga  Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri
Akibat Talak Raj’i.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian yang merupakan studi terhadap Surat Edaran Direktorat
Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  No.  Div/E.D/17/1979
tentang  perkawinan  suami  dalam  iddah istri  akibat  talak raj’i
dilaksanakan di KUA Jaten dan KUA Colomadu Kabupaten Karanganyar
Lokasi tersebut dipilih karena terdapat kasus pernikahan suami yang masih
dalam masa iddah yang disebabkan oleh talak raj’i. 
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)
Wawancara  adalah  proses  interaksi  yang  dilakukan  oleh  dua
orang atau lebih,  di  mana kedua pihak yang terlibat di  mana kedua
pihak  yang  terlibat  dan  melakukan  tanya  jawab.18 Dengan
menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara
18 Haris Hardiansyah, wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013),  hlm. 
27.
langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan
obyek sehingga mendapat informasi yang valid dari pihak terkait.
b. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data
berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang
akan  dibahas  dalam penelitian  ini,  serta  digunaka   sebagai  metode
penguat  dari  hasil  metode  interview.  Metode  ini  digunakan  untuk
mengumpulkan  data  yang  menyangkut  dengan  pernikahan suami  di
KUA Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan mencatat
arsip yang berupa data KUA mengenai pembahasan tersebut.
5. Teknik Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  selanjutnya  adalah  menganalisis  data.
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif
yang berarti  menggambarkan sifat  atau  keadaan yang di  jadikan obyek
penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif.19
Pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  menggunakan
sumber-sumber  data  sekunder  saja  yang  berupa  peraturan-peraturan,
perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum,
19  Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosyda 
Karya, 1991), hlm. 4.
dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka.20 Dalam  penelitian  ini,
pendekatan  normatif  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang
ada. Dari Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu
usaha  membuat  rangkuman  inti,  proses,  dan  pernyataan-pernyataan
yang perlu.
b. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasi pokok-pokok
pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikannya
secara deskriptif.
c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data  atau memberi  makna pada
hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori.
d. Mengambil kesimpulan.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digambarkan secara
menyeluruh  dari  fenomena  yang  terjadi  di  KUA Kecamatan  Jaten  dan
KUA Colomadu Kabupaten Karanganyar tentang pernikahan duda dalam
masa  iddah isteri  akibat  talak  raj’i  sebagai  pelaksanaan  Surat  Edaran
20 Riyanto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: 
Granit, 2004), hlm. 92.
Dirjen  Bimbaingan  Islam  No:  D.IV/E.d/17/1979,  sehingga  diperoleh
kesimpulan yang jelas.
H. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka
penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri lima Bab, dan masing-
masingn membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub Bab.
Antara  satu  Bab  dengan  Bab  yang  lain  saling  berhubungan  dan  terkait.
Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:
Bab  pertama,  bab  ini  berisi  pendahuluan  yang  bertujuan  untuk
memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini akan memuat
pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode dan sistematika
penulisan.
Bab  kedua,  berisikan  landasan  teori  yang  memuat  tinjauan  umum
mengenai  pernikahan,  syarat  sah  pelakanaan  perkawinan,  serta  memuat
tentang  perceraian,  iddah,  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak
Raj’i , dan juga tentang Sadd az-Dzari'a>h.
Bab ketiga, pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari
data-data  hasil  penelitian  di  KUA Kec.  Jaten  dan  KUA Kec.  Colomadu.
Pertama,  gambaran  lokasi  serta  profil  KUA  Kec.  Jaten  dan  KUA  Kec.
Colomadu, struktur rganisasi, dan wewenang KUA Kec. Jaten dan KUA Kec.
Colomadu  terkai  isi  dari  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak
Raj’i. Kedua, hasil wawancara dengan pegawai Pencatat KUA Jaten dan KUA
Colomadu  berkaitan  dengan  perkawinan  suami  dalam  masa  ‘iddah istri
dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimbaingan Islam No. DIV/E.D/17/1979
tentang Perkawinan Suami dalam iddah Istri Akibat Talak Raj’i.
Bab keempat, adalah analisis terhadap pelaksanaan perkawinan suami
dalam  masa  iddah istri  dengan  adanya  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan
Islam No.  DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami  dalam  Iddah Istri
Akibat  Talak  Raj’i di  KUA  Kec.  Jaten  dan  KUA  Kec.  Colomadu  Kab.
Karanganyar  serta  pandangan  Kepala  KUA  Kec.  Jaten  dan  KUA  Kec.
Colomadu.  Serta  bagaimana pandangan Kepala KUA Kec.  Jaten dan KUA
Kec. Colomadu ditinjau dari perspektif hukum Islam.
Bab  kelima,  merupakan  bab  penutup  yang  berisi  kesimpulan  hasil
penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan
saran-saran  yang  diharapkan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam
pembaharuan hukum.
BAB II
LANDASAN TEORI
A.Tinjauan Umum Pernikahan
1.  Pengertian Pernikahan
Kata  “nikah  ”  berasal  dari  bahasa  Arab  حاكك ن yang
merupakan masdar atau asal dari kata kerja  atau asal kata
kerja  حكك ن .  Sinonimnya  ج kوو زككت kemudian  diterjemahkan  ke
dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah”
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telah  dibakukan  menjadi  bahasa  Indonesia.  Oleh  karena
itu,  secara  sosial,  kata  pernikahan  dipergunakan  dalam
berbagai  upacara  perkawinan.  Di  samping  itu,  kata
“pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan
dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok
untuk makhluk selain manusia.21
Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang
menyangkut  masalah  ini  yaitu  kawin  dan  nikah.  Dalam
kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah
perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami
istri  dengan  resmi.22 Pernikahan  yang  berasal  dari  kata
21 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2001), hlm. 10.
22 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 
hlm. 689.
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nikah  mengandung  arti  ikatan  (akad)  perkawinan  yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.23 
Menurut  istilah ilmu fiqih,  nikah berarti  suatu akad
(perjanjian)  yang  mengandung  kebolehan  melakukan
hubungan  seksual  dengan  memakai  kata-kata  (lafazh)
nikah  atau  tazw>ij.24 Dalam  kompilasi  hukum  Islam,
pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai
berikut:  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau  misa>qan
gali>zan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan
melaksanakannya merupakan ibadah.25
2. Dasar Hukum Pernikahan
23 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , 
(Jakarta: Balai Pustaka,
2001), ed-3, Cet. ke-1, hlm. 782.
Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan
oleh  Rasulullah  SAW.  dan  akadnya  merupakan  suatu
perjanjian  dan  ikatan  yang  tidak  boleh  dianggap  main-
main.  Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada
landasan dan pondasi  yang kuat,  ibarat  suatu bangunan
yang kokoh dan kuat  karena pondasinya.  Secara  umum,
landasan  akad  nikah  harus  didasarkan  pada  tiga  hal,
sebagai berikut;
a. Keyakinan atau Keimanan 
24
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 
2000), hlm. 11.
25
 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media,
2003), hlm. 10.
Iman menjadi syarat diterimanya amal perbuatan
manusia.  Dengan  perkataan  lain,  amal  perbuatan
manusia (termasuk akad nikah) bagaimanapun baiknya,
tidak akan diterima oleh Allah bila tidak dilandasi oleh
keimanan. Mengingat pentingnya iman bagi seseorang,
sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid
ini menjadi dasar atau asas pertamanya. Artinya, akad
nikah  tidak  boleh  bertentangan  dan  harus
menumbuhkan  serta  memupuk  iman  seseorang.
Dengan  dasar  dan  pondasi  iman  inilah,  suatu  ikatan
perkawinan diharapkan kokoh dan kuat  sehingga apa
pun ujian dan goncangan yang ada di  kemudian hari
tidak akan goyah dan sirna,  karena antara mempelai
laki-laki  dan  perempuan  melakukan  akad  nikahnya
dengan dilandasi oleh keimanan yang mapan. 26
b. AI-Islam 
26
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2001), hlm. 206.
Dasar kedua ialah Islam. Maksudnya bahwa akad
nikah  merupakan  suatu  aktivitas  ibadah  yang  telah
dicontohkan  oleh  Rasulullah.  Oleh  karena  itu,  dalam
pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  aj  aran-aj  aran
dan  norma-norma  Islam  yang  bersumberkan  pokok
pada  Al-Quran  dan  Sunnah  Rasulullah,  serta  ijtihad,
terutama dalam bentuk i jma dan qiyas. Pembicaraan
Al-Islam  tercurah  pada  hukum-hukum  syariat  Islam,
misalnya tata cara meminang, pernikahan, perceraian,
dan sebagainya.27
c. Al-Ihsan 
Dasar ketiga ialah  al-Ihisa>n, maksudnya bahwa
akad  nikah  haruslah  dilandasi  suatu  prinsip  taqarrub
kepada Allah dan untuk Allah, sehingga akad nikah itu
dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat
kepada  Allah,  giat  beribadah,  dan  mencurahkan
27
 Ibid, hlm. 207.
segenap aktivitas hidupnya untuk mencari Ridha Allah.
28
Demikianlah dengan ketiga dasar  ini  (al-Ima>n,
al-lsla>m, dan  Ihsa>n), berarti akad nikah merupakan
suatu  perj  anjian  dan  ikatan  akan  berdiri  tegak  dan
kokoh di atas pondamen al-Ima>n, al-lsla>m, dan Ihsa.
Ini berarti pula bahwa pelaksanaan pernikahan secara
keseluruhannya  sama  sekali  tidak  lepas  dari  prinsip-
prinsip  al-Ima>n,  al-lsla>m,  dan  al-Ihsa>n.  Adapun
dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam
pelaksanaan akad nikah adalah Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah  SAW.  sebagai  dasar  hukum  akad  nikah,
antara lain sebagai berikut: 
Surat az-Zariyat ayat 49 yaitu:
 نن ورر كو ذن تن  مم كر لو عن لن  نن يم جن وم زن  انن قم لن خن  ءءٍ يم شن  لل كر  نمن ون
28
 Ibid. hlm. 208.
Artinya:  “Dan  dari  segala  sesuatu  kami  telah  jadikan
berpasang-pasangan,  supaya  kamu  mengingat
kebesaranku”.29
Surat An-Nisa, ayat 1 yaitu
ةءٍ دن ككحن احون  سءٍ فم نو  نمل  مكر قن لن خن  ي ذن لو اح مر كر بو رن  احم واقر تو اح سر انو لاح اهن يي أن  اين
احم واككقر تو احون  ءاسن نن ون  احا ريثن كن  لا اجن رن  امن هر نم من  ثو بن ون  اهن جن وم زن  اهن نم من  قن لن خن ون
مم ككر يم لن عن  نن اككن  هن ككلل لاح نو إن  من اككحن رم لن احون  هن ككبن  نن والر ءاككسن تن  ي ذن لو اح هن لل لاح
اا بيقن رن
Artinya:  “Hai  sekalian  manusia,  bertaqwalah  kepada
Allah  yang  menciptakan  kamu  dari  seseorang
diri  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  istri
dan  dari  padanya  pula  Allah
memperkembangkan laki dan perempuan yang
banyak”.30
29
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi 
Pustaka, 1976),
hlm. 862.
30
 Ibid, hlm. 114.
Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:
احوانر كر ككسم تن لل  اا ككجاحون زم أن  مم كر ككسن فر نأن  نم مل  مكر لن  قن لن خن  نم أن  هن تن اين آ نم من ون
تءٍ اككين لن  كن ككلن ذن  يككفن  نو إن  ةا ككمن حم رن ون  ةا دو وان ككمو  مككر نن يم بن  لن عن جن ون  اهن يم لن إن
- نن ورر كو فن تن ين  مءٍ وام قن لل٢١-
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa
tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan  Nya
diantaramu  rasa  dan  kasih  dan  sayang.
Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-
benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang
berfikir”.31
Rasulullah  SAW  memerintahkan  untuk  menikah
dan  melarang  keras  kepada  orang  yang  tidak  mau
menikah.  Anas  bin  Malik  r.a  berkata:  “Rasulullah  SAW
memerintahkan  kami  untuk  nikah  dan  melarang  kami
membujang  dengan  larangan  yang  keras”.  Beliau
bersabda:
اككنل لاككق هككنع هككللاحاح ىككضر دواعككسم نككب هككللاحاح دبع نع
ب ابككشلاح رككشعم اي ملسو هيلع هللاحاح ىلص هللاحاح لواسر
ركصبلل ضكغاح هناكف ج kوزتكيلف ةءاكبلاح مككنم عطتكساح نم
31
 Ibid, hlm. 643.
هككل هناف مواصل اب هيلعف عطتسي مل نمو ج kرفلل نصحاحو
هيلع قفتم ءاجو
Artinya: “Abdullah  Ibnu  Mas’ud  Radiyallahu’anhu
berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda  pada  ami:
“Wahai generasi  muda, barang siapa di  antara
kamu teelah mampu berkeluarga hendaknya iya
kawin,  karena  ia  dapat  menundukkan
pandangan dan memelihara kemaluan. Baraang
siapa belum mampu hedaknya berpuasa, sebab
ia  dapat  mengendalikan”. (HR.
Muttafaqun’alaih).32
3. Syarat dan rukun Pernikahan
Rukun  dan  syarat  menentukan  suatu  perbuatan  hukum,
terutama  yang  menyangkut  dengan  sah  atau  tidaknya
perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut
mengandung arti  yang sama dalam hal bahwa keduanya
merupakan  sesuatu  yang  harus  diadakan.  Dalam  suatu
acara  perkawinan  rukun  dan  syaratnya  tidak  boleh
tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya
tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti
32
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah 
Press, 2010), Cet.
ke-1, hlm. 804.
yang berbeda dari  segi  bahwa rukun  itu  adalah sesuatu
yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau
unsur yang mewujudkannya. 
Sedangkan  syarat  adalah  sesuatu  yang  berada  di
luarnya  dan  tidak  merupakan  unsurnya.  Syarat  itu  ada
yang  berkaitan  dengan  rukun  dalam  arti  syarat  yang
berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula
syarat  itu  berdiri  sendiri  dalam  arti  tidak  merupakan
kriteria dari unsur-unsur rukun.33
a. Rukun Nikah
Rukun nikah adalah sebagai berikut: 
1) Adanya  calon  suami  dan  istri  yang  tidak  terhalang
dan terlarang secara syar’i untuk menikah. 
2) Adanya  ijab,  yaitu  lafadz  yang diucapkan oleh wali
atau yang menggantikan posisi wali. 
3) Adanya  qabul,  yaitu  lafadz  yang  diucapkan  oleh
suami atau yang mewakilinya.
33
 Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana), hlm. 
59.
4) Wali  adalah  pengasuh  pengantin  perempuan  pada
waktu  menikah  atau  orang  yang  melakukan  janji
nikah dengan pengantin laki-laki. 
5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah
atau  tidaknya  suatu  pernikahan.  Hadits  Jabir  bin
Abdullah Radhiyallahu Anhuma: 
ل لءٍ دم عن  ي م دن هن اشن ون  ، ويي لن وان بن  لو إن  حن اكن نن
Artinya:  Tidak  ada  nikah  kecuali  dengan  adanya  wali
dan  dua  saksi  yang  adil.  (HR.  Al-Khamsah
kecuali An-Nasa`i).34
b. Syarat Nikah 
Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua
mempelai tersebut adalah: 
1) Syarat  bagi  calon  mempelai  pria  antara  lain
beragama  Islam,  laki  laki,  jelas  orangnya,  cakap
bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak
terdapat halangan perkawinan. 
34
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007), hlm. 22.
2) Bagi  calon  mempelai  wanita  antara  lain  beragama
Islam,  perempuan,  jelas  orangnya,  dapat  dimintai
persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 
3) Bagi  wali  dari  calon  mempelai  wanita  antara  lain:
laki-laki,  beragama  Islam,  mempunyai  hak
perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi
wali. 
4) Syarat  saksi  nikah  antara  lain  minimal  dua  orang
saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud
akad, beragama Islam dan dewasa. 
5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu: 
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 
b) Adanya  pernyataan  penerimaan  dari  calon
mempelai pria; 
c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya; 
d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 
f) Orang  yang  terkait  dengan  ijab  tidak  sedang
melaksanakan ikhram haji atau umrah; 
g) Majelis  ijab  dan  qabul  itu  harus  dihadiri  oleh
minimal  empat orang,  yaitu calon mempelai  pria
atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau
yang mewakilinya, dan dua orang saksi. 35
Sesudah  pelaksanaan  akad  nikah,  kedua  mempelai
menandatangani  akta  perkawinan  yang  telah  disiapkan
oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang
berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali.  Dengan
penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah
dicatat  secara  resmi  dan  mempunyai  kekuatan  hukum.
Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat
dibatalkan oleh pihak lai
B. Tinjauan Umum Talak
35
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007), hlm. 23.
1. Pengertian Talak
Dalam  membicarakan  masalah  talak  ada  2
pengertian yang perlu di kemukakan yaitu secara bahasa
(etimologi) dan talak secara istilah (termilogi). 
a. Secara Etimologi 
1) Abdurralunan  al-Jaziri,  mendefinisikan  talak  adalah:
“Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik
ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan
ataupun ikatan maknawi seperti nikah”.36
2) Sayyid  Sabiq  mendefinisikan  sebagai  berikut
Melepaskan  dan  meninggalkan,  kamu mengatakan;
aku  lepaskan  tawanan  apabila  aku  lepaskan  dan
membiarkannya.37
3) Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan : “Talak menurut
bahasa  adalah  melepaskan  ikatan  dan
membiarkannya  terlepaskan,  oleh  karena  itu
36
 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ala Madzahib al-Araba’ah, (Baerut 
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz IV, hlm. 284.
dikatakan  unta  yang  lepas.  Artinya  unta  yang
dibiarkan tergembala kemana saja dikehendaki”.38
b. Secara Teminologi 
Adapun pengertian talak secara istilah (terminology)
para fuqaha umumnya berbeda pendapat namun demikian
apabila  diperhatikan  pendapat  Fuqaha  tersebut
mempunyai kesamaan, berikut ini pendapat-pendapat para
fuqaha :
37
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Dar al-Fikr, 1992), Jilid II, hlm. 206.
38
 Taqiyudin Abi Bakar, KifayatulAkhyar, (Semarang: Toha Putra, t.t), Juz 
11, hlm. 84.
1) Abdurrahman  al-Jaziri  Talak  menurut  istilah  adalah
menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan
kata-kata tertentu.39
2) Sayid Sabiq: Talak menurut syara adalah melepaskan tali
perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami
istri “.40
3) Taqiyyudin Abi Bakar: “Talak menurut syara adalah nama
untuk  melepaskan  ikatan  dan  talak itu  adalah  lafad
39
 Ibid, hlm. 284.
40
 Ibid, hlm. 206.
jahiliyyah yang setelah syara datang ditetapkan sebagai
kata melepaskan nikah “.41
Talak merupakan  sebuah  institusi  yang  digunakan
untuk  melepaskan  sebuah  ikatan  perkawinan,  dengan
demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan
tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun di dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).42 
41
 Ibid, hlm. 84.
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 Amir Nuruddin, Dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di 
Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.
Sebagaimana yang disebut  dalam pasal  1 Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan dijelaskan
bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga
yanag bahagia, kekal berdaassarkan KeTuhanan Yang Maha
Esa atau dalam Kompilasi  Hukum Islam (KHI)  disebutkan
dengan  mitsa>qan ghali>zhan (ikatan yang kuat), namun
dalam realitanya seringkali  perkawinan disebut kandas di
tengah  jalan  yang  mengakibatkan  putusnya  perkawinan
baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusnya
berdasarkan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh
Undang-undang.43 
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  yang
dimaksud  dengan  t ṭalaq adalah  Ikrar  suami  di  hadapan
sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab
43
 Martiman Prodjohamidjodjo, “Hukum Perkawinan Indonesia” (Jakarta: 
Indonesia
Legal Center Publishing, 2002), hlm. 41.
putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 129, 130, dan 131.44
2. Dasar hukum Talak
Disyari’atkan  talak dalam Islam sebagai jalan keluar
bagi pasangan suami istri yang telah memenuhi kebutuhan
di  dalam  membina  rumah  tangga,  antara  lain  telah
digariskan oleh al-Qur’an, al-Sunnah dan juga Ijma: 
a. Dasar  Al-Qur’an  yang  menerangkan  tentang  talak
diantaranya sebagai berikut:
لن ون  نءٍ اسن حم إن بن  حح يرن سم تن  وم أن  فءٍ ورر عم من بن  كح اسن مم إن فن  نن اتن رو من  قر لن طو لاح
لو أن  افن اخن ين  نأن  لو إن  اا ئايم شن  نو هر وامر تر يم تن آ امو من  احم وذر خر أم تن  نأن  مم كر لن  لي حن ين
حن انن جر  لن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير  لو أن  مم تر فم خن  نم إن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير
نمن ون  اهن ودر تن عم تن  لن فن  هن لل لاح در ودر حر  كن لم تن  هن بن  تم دن تن فم اح امن يفن  امن هن يم لن عن
- نن وامر لن اظو لاح مر هر  كن ئان كلن وم أر فن  هن لل لاح دن ودر حر  دو عن تن ين٢٢٩ -
Artinya. “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu
boleh  rujuk
lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan
dengan  cara
yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil
kembali  dari
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali
kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat
44
 Amir Nuruddin, Dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di 
Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 220.
menjalankan
hukum-hukum Allah.  Jika  kamu khawatir  bahwa
keduanya
(suami  istri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-
hukum  Allah,
maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang
bayaran  yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-  hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu
melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar
hukum-hukum Allah  mereka  itulah orang-orang
yang dzalim (QS Al-Baqarah.- 229).45
b. Dasar hadits:
ىن ككلاح للحن لم اح ضر ككغن بم احن  :من لو ككسن ون  هیهلن عن  هر للاح ىلو صن  يو بن نو لاح نن عن  رمن عر  نم عن
قلن طو لاحن  هن للاح(
Artinya: “Dari Ibn Umar dari Nabi Saw bersabda: “suatu
perbuatan yang halal,  tetapi  dibenci  Allah SWT
adalah Talak.” (H.R. Abi Dawud).
Para ulama sepakat membolehkan t ṭalaq, karena bisa
saja  retaknya  hubungan  rumah  tangga  yang
mengakibatkan  rumitnya  keadaan  sehingga  pernikahan
mereka  berada  dalam  keadaan  kritis,  terancam
perpecahan,  serta  pertengkaran  yang  tidak  membawa
45
 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Tafsirnya”, (Jakarta: 
Departemen Agama RI,
2009), hlm 335-336.
keuntungan  sama  sekali.  Dan  pada  saat  itu,  dituntut
adanya  jalan  untuk  menghindari  dan  menghilangkan
berbagai hal negatif tersebut dengan cara ṭalaq.46
3. Syarat-syarat Talak
a. Syarat Ṭalak
1) Ikatan  suami  istri  Syarat  jatuhnya  talak adalah
terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan
suami  istri  maka  tidak  sah  ṭalaq nya.  Yang  tidak
menyebabkan  terjatuhnya  talak ada  empat:  anak
kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk.
2) Baligh,  seseorang  yang  menjatuhkan  talak harus
mumayy<iz,  anak  kecil  tidak  dapat  menjatuhkan
talak.  Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam
yang  menunjukan  seseorang  telah  mencapai
kedewasaan.  Baligh  diambil dari  kata  Arab  yang
secara  bahasa  memiliki  arti  ‘sampai’,  maksudnya
46
 Syeikh Hasan, “Fikih Keluarga”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) 
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telah  sampai  usia  seseorang  pada  tahap
kedewasaan.
3) Berakal  sehat  Yang  dimaksudkan  dengan  berakal
sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak
kepada istrinya  dalam keadaan sehat.  Oleh  karena
itu,  orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya
terus  menerus  atau  hanya  sewaktu-waktu  yang
diakibatkan  oleh  penyakit.  Bukan  hanya  gila  saja
yang  bisa  menjadi  alasan  tidak  dapat  mensahkan
talak, tetapi tidur pun masuk kategori yang tidak bisa
mensahkan talak. 
b. Rukun Talak 
Pada dasarnya rukun talak terbagi menjadi tiga, yakni: 
1) Suami,  selain  suaminya  isteri  yang  di  talak tidak
dapat mentalak
2) Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan
suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan
talak
3) Sighat,  yaitu  lafaz  yang  menunjukan  adanya talak,
baik  itu  diucapkan secara  terang-terangan maupun
dilakukan  melalui  sindiran  dengan  syarat  harus
disertai adanya niat.47
47
4. Macam-macam Talak
Perceraian itu bisa dilakukan dengan berbagai cara
dan  mempunyai  beberapa  dimensi,  sehingga  dalam
mengadakan  klasifikasi  perceraian,  pembagiannya
tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Secara garis
besarnya, pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut
pandang yang diantaranya ada yang membagi perceraian
itu  dari  segi  orang  yang  berwenang  menjatuhkan  atau
memutuskan  perceraian,  ada  yang  dari  sesuai  atau
tidaknya dengan sunnah Nabi, dari segi hak bekas suami
untuk  merujuk  kepada  bekas  isteri  setelah  terjadi
perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu
jatuhnya talak setelah diucapkan talak.48
Ditinjau  dari  segi  orang  yang  berwenang
menjatuhkan  atau  memutuskan  perceraian,  maka
perceraian itu dibagi kepada:
a. Yang dijatuhkan oleh suatni, dinamakan talak
b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan
fasakh.49
 Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, “Fiqh Wanita”, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar,
1996), hlm. 43.
Ditinjau  dari  segi  boleh  dan  tidaknya  suami  rujuk
dengan istrinya,  ulama fiqh membagi talak menjadi  dua,
yaitu talak raj’i dan talak ba’in:
a. Talak Raj’i 
Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak
dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada
isterinya  (rujuk)  sepanjang  isterinya  tersebut  masih
dalam masa  ‘iddah,  baik isteritersebut bersedia dirujuk
maupun tidak.50 Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu
Rusyd bahwa talak raj’i adalah suatu talak dimana suami
48
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Bulan Bintang, 1993), Cet ke-3, hlm. 159.
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memiliki  hak  untuk  merujuk  isteri.51 Pengertian  sama
dikemukakan  Ahmad  Azhar  Basyir  bahwa  talak  raj’i
adalah. talak  yang  masih  memungkinkan  suami  rujuk
kepada bekas isterinyatanpa nikah.52 
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  talak
raj’i  adalah  talak  di  mana  si  suami  diberi  hak  untuk
kembali  kepada  isterinya  tanpa  melalui  nikah  baru,
selama isterinya itu masih dalam masa ’iddah. 
50
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Al-Jiil, 1989), Juz 11, hlm. 48.
Dalam  al-Qur’an  diungkapkan  bahwa  talak  raj’i
adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan
dari pihak isteri, dimana suami boleh rujuk kepada isteri,
sebagaimana  firman  Allah  pada  surat  al-Baqarah  ayat
229:
نءٍ اسن حم إن بن  حح يرن سم تن  وم أن  فءٍ ورر عم من بن  كح اسن مم إن فن  نن اتن رو من  قر لن طو لاح
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu
boleh
rujuk  lagi  dengan  cara  yang  makruf  atau
menceraikan dengan cara yang baik. ...” (Q.SAl-
Baqarah:229)
b. Talak Ba’in 
Menurut  Ibrahim Muhammad al-Jamal,  talak  bain
adalah  talak  yang  menceraikan  isteri  dart  suaminya
sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak
merujuki  isterinya.53 Dengan  kata  lain,  talak
52
 Ahmad Azhar Basyir, Hitkum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 
2004), hlm. 80.
53
bain  yaitu  talak  yang  putus  secara  penuh  dalam  arti
tidak  memungkinkan  suami  kembali  kepada  isterinya
kecuali dengan nikah baru, talak  bain  inilah yang tepat
untuk disebut putusnya perkawinan.
Ulama fiqh membagi talak bain menjadi dua , yaitu
talak bain sughra dan talak ba’in kubra: 
1) Bain sughra> 
Ialah  talak yang,  menghilangkan hak-hak rujuk
dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak
nikah  baru  kepada  bekas  isterinya  itu.54 Atau  talak
yang suami tidak boleh ruju’ kepada mantan isterinya,
tetapi  ia  dapat  kawin  lagi  dengan nikah baru  tanpa
 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori 
Umar
Sitanggal, “Fiqih Wanita”, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 411.
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 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm.
140.
melalui  muha>llil.  Yang termasuk  bain  shughra> itu
adalah sebagai berikut: 
a) Talak  yang  dilakukan  sebelum  isteri  digauli  oleh
suami.  Talak  dalam  bentuk  ini  tidak  memerlukan
‘iddah.  Oleh karena tidak  ada  masa  ‘iddah,  maka
tidak  ada  kesempatan  untuk  ruju’,  sebab  ruju’
hanya dilakukan dalam masa  ‘iddah. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat
49:
مو ككثر  تن اككنن من ؤم مر لم اح مر ككتر حم كن نن  احذن إن  احواككنر من آ نن يذن ككلو اح اككهن يي أن  اككين
نو ككهن يم لن عن  مم ككر لن  امن فن  نو هر واسي من تن  نأن  لن بم قن  نمن  نو هر وامر تر قم لو طن
اا حاحرن ككسن  نو هر واحر رل ككسن ون  نو هر واككعر تل من فن  اهن نن ودي ككتن عم تن  ةءٍ دو ككعن  نم من
-لا يمن جن٤٩-
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila
kamu
menikahi  perempuan-perempuan  yang
beriman,
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum
kamu
mencampurinya  maka  sekali-kali  tidak
wajib  atas
mereka  idah  bagimu  yang  kamu  minta
menyempurnakannya,  Maka  berilah
mereka  mut’ah  dan  lepaskanlah  mereka
itu  dengan  cara  yang
sebaik-baiknya”. 
b) Talak  yang  dilakukan  dengan  cara  tebusan  dari
pihak isteri atau yang disebut  khulu’.  Hal ini dapat
dipahami dan isyarat firman Allah dalam surat al-
Baqarah (2) ayat 229.
حح يرن كككسم تن  وم أن  فءٍ ورر كككعم من بن  كح اكككسن مم إن فن  نن اكككتن رو من  قر لن طو لاح
نو هر واككمر تر يم تن آ اككمو من  احم وذر ككخر أم تن  نأن  مم ككر لن  لي ككحن ين  لن ون  نءٍ اسن حم إن بن
لو أن  مم تر فم خن  نم إن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير  لو أن  افن اخن ين  نأن  لو إن  اا ئايم شن
هن ككبن  تم دن ككتن فم اح اككمن يفن  امن هن يم لن عن  حن انن جر  لن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير
هن ككلل لاح دن ودر ككحر  دو ككعن تن ين  نككمن ون  اهن ودر تن عم تن  لن فن  هن لل لاح در ودر حر  كن لم تن
- نن وامر لن اظو لاح مر هر  كن ئان كلن وم أر فن٢٢٩-
Artinya:  “Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya
(suami  istri)
tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum
Allah,  maka
tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang
bayaran  yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.
Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya.  Barang  siapa  yang
melanggar
hukum-hukum  Allah  mereka  itulah  orang-
orang  yang
dzalim. 
c) Perceraian  melalui  putusan  hakim  di  pengadilan
atau yang disebut fasakh. 
2) Bain kubra 
Yaitu  talak  yang  telah  dijatuhkan  tiga atau
dengan  kata  lain  talak  yang  tidak  memungkinkan
suami ruju’ kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh
kembali  kepada  isterinya  setelah  isterinya  itu  kawin
dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki
itu dan habis ‘iddahnya. 55
55
Yang termasuk talak dalam bentuk bain kubra itu
adalah isteri  yang telah di-talak tiga kali,  atau talak
tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang
disepakati oleh ulamaadalah talak tiga yang diucapkan
secara  terpisah  dalam  kesempatan  yang
berbedaantara  satu  dengan  lainnya  diselingi  oleh
masa  ‘iddah. Termasuknya  talak  tiga  itu  ke  dalam
kelompok  bain  kubra  itu  adalah  sebagaimana  yang
dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:
اا كجوم زن  حن ككن نتن  ىن ككتو حن  در كعم بن  نكمن  هر لن  لي حن تن  لن فن  اهن قن لو طن  نإن فن
نإن  اككعن جن احرن تن ين  نأن  اككمن هن يم لن عن  حن اككنن جر  لن فن  اككهن قن لو طن  نإن فن  هر رن يم غن
اككهن نر يل بن ير  هن ككلل لاح در ودر ككحر  كن ككلم تن ون  هن ككلل لاح دن ودر ككحر  اككمن يقن ير  نأن  انو ظن
 نن وامر لن عم ين  مءٍ وام قن لن
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah
yang
kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi
baginya
hingga dia  kawin  dengan suami  yang lain”
(QS. Al-Baqarah 230).
5. Hukum Ṭalaq
 Ibid, hlm. 8.
Tentang  hukum  mengenai  ṭalaq  para  ahli  fiqh
berbeda  pendapat,  namun  dapat  dikelompokan  menjadi
tiga, yakni:56
a. Ṭalaq  wajib,  yaitu  ṭalaq  yang  dijatuhkan  oleh  pihak
hakam  (penengah),  karena  perpecahan  antara  suami
istri yang sudah berat. 
b. Ṭalaq haram, yaitu ṭalaq tanpa alasan 
c. Ṭalaq  sunnah,  yaitu  dikarenakan  istri  mengabaikan
kewajibannya  kepada  Allah,  seperti  shalat  dan
sebagainya,  padahal suami tidak mampu memaksanya
agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri
kurang rasa malunya.
C. Tinjauan Umum Iddah
1. Pengertian Iddah
‘Iddah menurut bahasa adalah:
احن  ىح ككعن  امن ككسن  رح  دن ككصم من  ىككهفن  دن دن عن لم اح نن من  ةر ذن  وام خن  امن  ةن غن لل لاح ىفن  ةر دو عن لم احن
ىسن حاحن  ىنن عم من بن  دو عن لم
56
 Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, (Bandung: Alma’arif, 1990), hlm. 12-13.
Artinya: “’Iddah  menurut  bahasa  diambil  dari  kata  al-adad
mashdar dari adda,maknanya ahsha (menghitung).
Kata  ‘iddah berarti  jumlah  atau  perhitungan.  Yakni
wanita  menghabiskan  hari-hari  untuk  menunggu  waktu
sesudah berpisah dengan suaminya sehingga la tidak boleh
kawin, kecuali setelah berakhirnya hari-hari itu.57 
Diterjemahkan  dari  kitab  Aljami’ fi An-Nisa’
bahwasanya  ‘iddah adalah masa dimana seorang wanita
yang  diceraikan  suaminya  menunggu.  Pada  masa  itu  ia
tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada
laki-laki lain untuk menikahinya.58 Disebutkan dalam kitab
Kifayatul Akhyar, sebagaimana dikutip oleh Moh. Rifa’i, dkk.
Iddah adalah  masa  tertentu  untuk  menunggu,  hingga
seorang  perempuan  diketahui  kebersihan  rahimnya
sesudah cerai.59 Diambil dari buku Fiqh Islam bahwa ‘iddah
adalah  “masa  menanti  yang  diwajibkan  atas  perempuan
yang diceraikan  suaminya (cerai  hidup  atau  cerai  mati),
57
 Ibrahim Muhammad al-Jarnal, Fiqhul Mar’atil Muslimah, Penerjemah, 
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gunanya  supaya  diketahui  kandungannya  berisi  atau
tidak.60 
Jadi ‘iddah adalah suatu tenggang waktu untuk tidak
melaksanakan  pernikahan  bagi  seorang  wanita  yang
ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, sampai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh syara’.  Hal ini dilakukan
sebagai tanda beta sungkawa untuk perenungan diri atau
untuk pembersihan rahim dalam kandungan wanita.
2. Dasar hukum ‘Iddah
58
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Para  ulama  sepakat  bahwa  ‘iddah hukumnya  wajib
bagi semua wanita yang berpisah dengan suaminya,  baik
dengan  sebab  galak.  khulu'  (gugat  cerai),  faskh
(penggagalan akad pernikahan) atau ditinggai mati. Hal ini
berdasarkan firman Allah Ta'ala : 
 ءءٍ ون رر قر  ةن ثن لن ثن  نو هن سن فر نأن بن  نن صم بو رن تن ين  تر اقن لو طن مر لم احون
Artinya: “Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru.”(Al-Baqarah: 228)61
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ةن ككعن بن رم أن  نو هن ككسن فر نأن بن  نن ككصم بو رن تن ين  اا جاحون زم أن  نن ورر ذن ين ون  مم كر نمن  نن وام فو وان تن ير  نن يذن لو احون
- رشم عن ون  رءٍ هر شم أن٢٣٤
Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta 
meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-
istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (Al-
Baqarah:234)62
مم ككتر بم تن رم اح نن إن  مم كر ئن اككسن نل  نككمن  ضن ككيحن من لم اح نن ككمن  نن ككسم ئان ين  يككئن لو لاحون
لن اككمن حم لمن اح تر لن وم أر ون  نن ككضم حن ين  مم ككلن  يككئن لو لاحون  رءٍ هر شم أن  ةر ثن لن ثن  نو هر تر دو عن فن
نم كمن  هر كلو  لكعن جم ين  هن كلو لاح قن كتو ين  نكمن ون  نو كهر لن مم حن  نن عم ضن ين  نأن  نو هر لر جن أن
- احا رسم ير  هن رن مم أن٤-
Artinya: “Perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi
(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-
ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah
tiga  bulan;  dan  begitu  (pula)  perempuan-
perempuan  yang  tidak  haid.  Sedangkan
perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  idah
mereka  itu  sampai  mereka  melahirkan
kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada
Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya
dalam urusannya”  (Ath-Thahq: 4)63
3. Macam-macam ‘Iddah
62
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 Macam-macam  ‘iddah yang  akan  dijalankan  oleh
seorang wanita yang tertalak atau ditinggal mati suaminya
tergantung  dari  kondisi  atau  keadaan  wanita  yang
bersangkutan  pada  saat  talak  dijatuhkan,  ada  beberapa
kriteria ‘iddah yang telah diatur oleh syara’ yaitu:64 
a. Isteri qabla duhul 
Isteri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya  atau
diceraikannya, sedangkan ia belum pernah sama sekali
digauli  oleh  suaminya  (qabla  duhul),  maka  wanita
tersebut tidak wajib iddah atau tidak ada  iddah baginya
63
 Ibid, hlm. 194.
64
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 
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sebagaimana firman Allah  SWT dalam surat  Al  -Ahzab
ayat 49.
b. Isteri ba’da dukhul
Seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati oleh
suaminya, dan dia sudah pernah digauli oleh suaminya.
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  kriteria  masa  ‘iddahnya
yaitu:
1) ‘Iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan anaknya
sebagaimana   firman  Allah  SWT   dalam  surat  At-
Thalaq ayat 4.
2) ‘Iddah wanita  yang  telah  monopause,  yaitu  ‘‘iddah
wanita  yang  berhenti  menstruasi.  Bagi  wanita
monopause  ‘iddah nyaadalah tiga bulan sebagaimana
firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 4.
3) ‘Iddah quru’, yaitu ‘iddah yang dilakukan oleh seorang
isteri yang masih aktif haid. Wanita ini masa ‘iddahnya
adalah tiga kali quru’, sebagaimana firman Allah SWT
dalam surat Al - Baqarah ayat 228.
4. Sebab-sebab ‘Iddah
Diwajibkannya iddah adalah karena salah satu dari 
dua hal yaitu; talak (termasuk fask) atau wafatnya sang 
suami, dan memenuhi beberapa sebab di antaranya adalah
sebagai berikut:
a. Diwajibkan iddah bagi  wanita yang telah berpisah dari
suaminya,  apabila  telah  melakukan  hubungan  suami
istri.  Atau  setelah  khalwah  shahihah menurut  jumhur
ulama selain Syafi'iyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:
نو هر واككمر تر قم لو طن  مو ككثر  تن انن من ؤم مر لم اح مر تر حم كن نن  احذن إن  احوانر من آ نن يذن لو اح اهن يي أن  اين
اهن نن ودي تن عم تن  ةءٍ دو عن  نم من  نو هن يم لن عن  مم كر لن  امن فن  نو هر واسي من تن  نأن  لن بم قن  نمن
- لا يمن جن  اا حاحرن سن  نو هر واحر رل سن ون  نو هر واعر تل من فن٤٩-
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu
menikahi  perempuan-  perempuan  yang
beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka
sebelum  kamu  mencampurinya  Maka  sekali-
sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya.65
b. Diwajibkan ‘Iddah bagi wanita yang suaminya telah 
meninggal, walupun belum melakukan hubungan suami 
istri.66
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Adapun kadar ‘iddah wanita yang mendapatkan 
iddah  adalah sebagai berikut : 
1) Wanita Hamil 
Masa iddah wanita yang hamil, baik 
perpisahannya disebabv kan karena talak, khulu'. 
faskh, atau ditinggal mati, adalah sampai ia 
melahirkan janinnya. Hal ini berdasarkan firman Allah
Ta'ala:
مم ككتر بم تن رم اح نن إن  مم كر ئن اككسن نل  نككمن  ضن يحن من لم اح نن من  نن سم ئان ين  يئن لو لاحون
تر لن وم أر ون  نن ككضم حن ين  مم ككلن  يككئن لو لاحون  رءٍ هر ككشم أن  ةر ككثن لن ثن  نو هر تر دو ككعن فن
هن ككلو لاح قن ككتو ين  نككمن ون  نو ككهر لن مم حن  نن عم ككضن ين  نأن  نو ككهر لر جن أن  لن امن حم لمن اح
- احا رسم ير  هن رن مم أن  نم من  هر لو  لعن جم ين٤-
Artinya:  “Dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan  kandungannya…” (Ath-Thalaq:
4)67
2) Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya 
 Tim ulin Nuha Ma’hadai an-Nur,  Fiqh Munakahat, (Solo: Kiswah Media,
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Wanita  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya
maka  ia  harus  menerima  masa  iddahnya  sebagai
berikut :  Pertama, apabila ia dalam keadaan hamil.
Maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.
Meskipun  jarak  antara  meninggalnya  suami  dan
lahirnya  anak  sangat  dekat.  Kedua,  apabila  dalam
kondisi  tidak  hamil,  maka  masa  iddahnya  adalah
selama  empat  bulan  sepuluh  hari  dimulai  dari
kematian suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah
Ta'ala dalam Q.S al-Baqarah ayat 234. 
3) Wanita yang Ditalak Suaminya 
Begitu pula wanita yang ditalak oleh suaminya
terdapat  dua  hal.  Pertama.  apabila  dalam  kondisi
hamil,  maka  masa  iddahnya  adalah  sampai
melahirkan. Kedua, apabila tidak hamil, maka masa
iddahnya adaiah tiga kali quru'. Hal ini berdasarkan
firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. 
4) Wanita yang Tidak Haid 
Wanita  yang  tidak  haid,  baik  karena  belum
pernah  haid  bukan kerena  menopause,  masa
iddahnya adalah tiga bulan. Berdasarkan firman Allah
Ta'ala  dalam surah  Ath-Thalaq  ayat  4.  Para  ulama
berbeda  pendapat  tentang  umur  seorang  wanita
menopause. Menurut ulama Hanbali adalah 50 tahun,
menurut ulama Hanafiyah adalah 55 tahun, menurut
ulama  Syafi'iyah  adalah  62  tahun,  sedangkan
menurut ulama Malikiyah adalah 70 tahun. 
5) Wanita yang Hilang Masa Haidnya dan Wanita yang
Terkena Istihadhah 
Wanita yang sudah haid, kemudian hilang masa
haidnya dikarenakan sebab yang tidak diketahui dan
bukan  karena  hamil  atau  menopause,  maka  masa
iddahnya  menurut  ulama  Hanafiyah  dan  Syah'iyah
adalah  selamanya  sampai  datang  haid  atau
mencapai  umur  menopause,  kemudian  ditambah
selama  tiga  bulan.  Sedangkan  menurut  ulama
Malikiyah  dan  Hanbali,  menunggu  selama  9  bulan
untuk memastikan tidak ada janin dalam rahimnya
kemudian ditambah selama tiga bulan. Wahbah Az-
Zuhaili  mera'  jihkan  pendapat  yang  kedua,  yaitu
pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanbali. 
Begitupula syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid
Sal  Iim  merajihkan  pendapat  yang  kedua  dalam
kitabnya  Shahih  Fiqh  As-Sunnah.   Adapun  wanita
yang  terkena  darah  istihadhah,  para  ulama  juga
berbeda  pendapat.  Ulama  Hanafiyah  berpendapat
masa  lddahnya  adalah  7  bulan.  Menurut  ulama
Malikiyah  seperti  wanita  yang  kehilangan  masa
haidnya yaitu menunggu selama 1 tahun penuh. 
Sedangkan  menurut  ulama  Syafi'iyah  dan
Hanabilah  masa  iddahnya  adalah  3  bulan,  karena
Nabi 33% memerintahkan Hamnah binti Jahsyi yang
terkena  darah  isnhadhah  untuk  menjalani  haid
selama 6 atau 7 hari pada setiap bulannya Wahbah
Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pendapat iniiah paling
ringan dan paling bijak. 
6) Wanita yang Kehilangan Suaminya 
Kehilangan  yang  dimaksud  adalah  tidak
diketahui kondisinya apakah masih hidup atau sudah
meninggal.  Dalam hal  ini  pula para ulama berbeda
pendapat.  Ulama  Hanafiyah  dan  Syah'iyah
berpendapat  bahwa  ketidakjelasannya  dihukumi
masih dalam kondisi hidup. Maka tidak boleh seorang
wanita  yang  kehilangan  suaminya  menikah  lagi
sampai  benar-benar  diketahui  kematian  suaminya.
Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah,
wanita  tersebut  menunggu  selama  empat  tahun,
kemudian ditambah masa iddah kematian selama 4
bulan 10 hari.68
5. Hikmah ‘Iddah
Adapun  hikmah  diwajibkannya  ‘iddah  itu  adalah
pertama,  untuk  mengetahui  bersihnya  rahim perempuan
tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal
ini  disepakati  oleh  para  ulama.  Kedua,  untuk  ta’abbud,
artinya  semata  untuk  memenuhi  kehendak  dari  Allah
meskipun  secara  rasio  kita  mengira  tidak  perlu  lagi.
Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan ‘‘iddah
itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu
berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan
menyesal  atas  tindakannya.  Dengan  adanya  ‘iddah dia
dapat  menjalin  kembali  hidup  perkawinan  tanpa  harus
mengadakan akad baru.69
6. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa ‘Iddah
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Wanita  ber-‘Iddah Ṭ ṭalaq  raj’i  (setelah  Ṭalaq  boleh  rujuk
kembali), para fuqaha’ tidak berbeda bahwa suami masih
berkewajiban memberikan tempat tinggal  dirumah suami
dan  memberikan  nafkah.  Sedangkan  istri  wajib  tinggal
bersamanya,  kehidupannya  dalam  masa  ‘‘iddah seperti
kehidupannya  sebelum  talak.  Hikmahnya  agar  sang  istri
tetap  dibawah  pendengaran  dan  pandangan  suami  dan
suami berhak rujuk kembali. Dalilnya sebagaimana firman
Allah dalam suratAth-Ṭalaq ayat 1:
احواصر حم أن ون  نو هن تن دو عن لن  نو هر واقر لل طن فن  ءاسن نل لاح مر تر قم لو طن  احذن إن  يي بن نو لاح اهن يي أن  اين
لن ون  نو هن تن واككير بر  نككمن  نو هر واككجر رن خم تر  لن  مم ككر بو رن  هن ككلو لاح احواككقر تو احون  ةن دو ككعن لم اح
نككمن ون  هن ككلو لاح در ودر حر  كن لم تن ون  ةءٍ نن يل بن مي  ةءٍ شن حن افن بن  نن يتن أم ين  نأن  لو إن  نن جم رر خم ين
ثر دن ككحم ير  هن ككلو لاح لو عن لن  ي رن دم تن  لن  هر سن فم نن  من لن ظن  دم قن فن  هن لو لاح دن ودر حر  دو عن تن ين
- احا رمم أن  كن لن ذن  دن عم بن١-
Artinya: 
” Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
dan  hitunglah  waktu  iddah  itu  serta  bertakwalah
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kepada  Allah  Tuhanmu.  Janganlah  kamu keluarkan
mereka dari  rumah mereka  dan janganlah mereka
(diizinkan)  ke  luar  kecuali  mereka  mengerjakan
perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah  hukum-hukum
Allah  dan  barangsiapa  yang  melanggar  hukum-
hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat
zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  Kamu  tidak
mengetahui  barangkali  Allah  mengadakan  sesudah
itu sesuatu hal yang baru”.(QS Ath-Ṭalaq: 1)
Para  mufasir  menjelaskan  bahwa  yang  diharapkan
firman  Allah  adalah  agar  mau  kembali  sebelum  masa
‘iddah habis.  Tinggalnya wanita  dalam rumah suami hak
Allah, suami tidak bisa mengusirnya.70
D. Tinjauan Umum Sadd az-Dzari'ah
1. Pengertian Sadd az-Dzari'a>h
Kata  sadd  adz-dzari’a>h (ةعيرذلاح  دس)  merupakan
bentuk  frase  (idhafah)  yang  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu
sadd  (دي كككسن  )  dan  adz-dzari’a>h (ةكككعن يم رن ذو لاح).  Secara
etimologis,  kata  as-sadd  (دي سو لاح)  merupakan  kata  benda
abstrak (mashdar) dari احدد سن  دي سر ين  دو سن . 
70
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 
“Fiqih Munaqahat”, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.
Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang
cacat atau rusak dan menimbun lobang.71 Sedangkan adz-
dzari’a>h (ةعن يم رن ذو لاح)  merupakan kata benda (isim) bentuk
tunggal  yang  berarti  jalan,  sarana  (wasilah)  dan  sebab
terjadinya sesuatu.72
Adapun  secara  istilah,  Sadd  az-Dzari'a>h adalah
suatu  metode  dalam  menetapkan  suatu  hukum  apabila
muncul suatu peristiwa  atau kasus yang pada dasarnya
kasus itu sebenarnya adalah boleh, namun karena diyakini
71
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akan membawa pada kerusakan atau kemaksiatan maka
kasus  atau  perbuatan  tersebut  atas  dasar  Sadd  az-
Dzari'a>h ditetapkan hukumnya menjadi haram.73
2. Dasar Hukum Sadd Az-Dzari'a>h
Alasan ulama’ yang menjadikan Sadd al-dhari’ah sebagai
dalil hukum syara’ adalah mereka berpegangan pada:
a. Q.S al-An’am : 108
 هن لل لاح احم وابي سر ين فن  هن لل لاح نن ودر  نمن  نن واعر دم ين  نن يذن لو اح احم وابي سر تن  لن ون
ىلن إن  مو ثر  مم هر لن من عن  ةءٍ مو أر  لل كر لن  انو يو زن  كن لن ذن كن  مءٍ لم عن  رن يم غن بن  احا ودم عن
 نن والر من عم ين  احم وانر اكن  امن بن  مهر ئار بل نن ير فن  مم هر عر جن رم مو  مهن بل رن
Artinya: Dan janganlah kamu caci sembahan-sembahan
yang  mereka  sembah  selain  Allah,  karena
mereka  nanti  akan  mencaci  Allah  dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. 
Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kaum
muslimin bahwa mencaci berhala itu tidad dilarang oleh
Allah,  akan  tetapi  ayat  ini  melarang  kaum  Muslimin
mencaci  atau  menghina  berhala,  karena  larangan  ini
dapat menutup atau mencegah ke arah tindakan orang-
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Surakarta, 2009 ), hlm. 107-108.
orang  musyrik  mencaci  dan  memaki  Allah  secara
melampaui batas.74
b. Q.S an-Nur: 31
احوابر واتر ون  نو هن تن نن يزن  نمن  نن يفن خم ير  امن  من لن عم ير لن  نو هن لن جر رم أن بن  نن بم رن ضم ين  لن ون
- نن واحر لن فم تر  مم كر لو عن لن  نن وانر من ؤم مر لم اح اهن يي أن  اا عيمن جن  هن لو لاح ىلن إن٣١ -
Artinya:  Janganlah  perempuan  itu  menghentakkan
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada  Allah,  hai  orang-orang  yang  beriman
supaya kamu beruntung.75
Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja
bagi  perempuan,  namun  karena  tujuannya  adalah
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memperlihatkan  perhiasannya  agar  diketahi  banyak
orang dan akan menimbulkan.76
3. Objek Sadd az-Dzari'a>h
Diantara  beberapa  objek  yang  menjadi  Sadd  az-
Dzari'a>h adalah  sebuah  perbuatan  yang  mengarah
kepada suatu perbuatan yang terlarang adakalanya:
a. Perbuatan  itu  pasti  menyebabkan  dikerjakannya
perbuatan terlarng.
b. Perbuatan  itu  mungkin  menyebabkan  dikerjakannya
perbuatan terlarang.
Pada  poin  pertama  tidak  ada  persoalan  dan
perbuatan  ini  sudah  jelas  dilarang  oleh  agama
sebagaimana  perbuatan  itu  sendiri  dilarang,  sedangkan
macam yang kedua inilah yang merupakan objek Sadd az-
Dzari'a>h,  karena  perbuatan  tersebut  sering  mengarah
kepada  perbuatan  yang  membawa  kepada  kerusakan.
Dalam konteks seperti inilah para ulama harus melakukan
penelitian  akan  sejauh  mana  perbuatan  itu  mendorong
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orang yang melakukan untuk mengerjakan perbuatan yang
membawa  pada  kerusakan.  Dalam  hal  ini  ada  tiga
kemungkinan, yaitu:
a. Kemungkinan  besar  perbuatan  itu  menyebapkan
dikerjakannya perbuatan terlarang.
b. Kemungkinan  kecil  perbuatan  itu  menyebabkan
dikerjakannya perbuatan terlarang
c. Semua  kemungkinan  dikerjakannya  atau  tidak
dikerjakannya perbuatan terlarang.
4. Kehujjahan Sadd az-Dzari'a>h
Di kalangan para ulama ushul fiqih terjadi perbedaan
pendapat dalam menerima Sadd az-Dzari'a>h sebagai dalil
syara’.  Mislanya  uama  Malikiyah  dan  Hanabilah  dapat
menerima  Kehujjahan  Sadd  az-Dzari'a>h,  mereka
beralasan pada salah satu dalil dalam surat al-An’am ayat
108 tersebut.
Sedangkan  ulama  Hanafiyah,  Syafi’iyah  dan  Syi’ah
dapat menerima Sadd az-Dzari'a>h hanya dalam masalah-
masalah  tertentu  saja  dan  menolaknya  dalam  masalah-
masalah  yang  lain.  Artinya  kemaslahatan  dan
kemanfsadatannya yang akan muncul sebagai akibat dari
Sadd az-Dzari'a>h itu harus benar-benar jelas.77
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BAB III
DESKRIPSI DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum KUA Colomadu Kabupaten Karanganyar
1. Profil  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Colomadu  Kabupaten
Karanganyar 
Lokasi  penelitian  yang  kami  pilih  adaah  KUA  Kecamatan
Colomadu  dan  KUA  Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karangnayar  Jawa
Tengah.
Secara  geografis,  Kecamatan  Colomadu  yang  mempunyai
ketinggian dari permukaan laut mencapai 60 meter dengan suhu maksimal
60o  C dan minimum 29o  C. Sedangkan luas wilayahnya desa yang ada di
Kecamatan Colomadu ada 11 Desa. Diantaranya sebagai berikut :
a. Baturan g. Malangjiwan
b. Bulukan h. Mbolon
c. Gajahan i. Ngasem
d. Gawanan j. Paulan
e. Gedongan k. Tohudan
f. Klodran
 M.Usman, FIlsafat Hukum Islam. (Surakarta : Jurusan Syariah IAIN 
Surakarta,  2009 ), hlm. 109-110.
Sedangkan dusunnya  ada  sejumlah 50 dan Rukun Tetangga ada
499.  Secara  objektif  KUA  Kecamatan  Colomadu  berada  di  Jl.  Adi
Sumarmo Colomadu.
KUA Colomadu terletak pada  7° 31’ 39” Lintang Selatan (LS) dan
110°  44’  54”  Bujur  Timur  (BT)  dan  terletak  di  wilayah  kecamatan
Colomadu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara  : Kecamatan Ngemplak Kab.Boyolali
Sebelah selatan : Kecamatan  Kartasura Kab.Sukoharjo
Sebelah Timur : Kecamatan Banyudono Kab. Boyolali
Sebelah Barat : Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Secara  pasti  penulis  tidak  menemukan  data  valid  yang
membuktikan  kapan  KUA  Colomadu  berdiri.  Namun  berdasarkan
keterangan  Washfi  Khairul  Awar  mengatakan  akta  nikah  pertama  kali
tercatat di KUA Colomadu adalah pada tahun 1950. 
Adapun nama nama kepala KUA yang pernah menjabat di  Kec.
Colomadu adalah sebagai berikut:
1) Ibnu Abbas (1951-1957)
2) Suwarno (1957-1959)
3) Much Hiayam (1959-1976)
4) Syamsuri (1976-1980)
5) Nurhadi (1980-1983)
6) Mansyur (1983-1989)
7) H. Achmad Basuki (1989-1993)
8) H. Sumarto (1993-1994)
9) Rochmad, BA (1994-2001)
10) Drs. Nurahim (2001-2005)
11) H. Chabib Arifin (2005-2009)
12) Fathul Amin. S. Ag. (2009-2013)
13) Drs. Yusuf Ashari (2013-2018)
14)  M. Amin Fakhroni. S. Ag. (2018-Sekarang)78
2. Visi dan Misi
Agar memiliki pandangan ke depan terkait arah pergerakan KUA
Colomadu agar tetap berjalan seperti fungsi KUA pada umumnya maka
KUA  Kecamatan  Colomadu  membuat  rumusan  Visi:  “Terwujudnya
peningkatan kwalitas pelayanan pemahaman pengalaman ajaran agama
bagi masyarakat”.
Untuk mewujudkan Visi maka juga harus ditetapkan apa saja yang
harus  dikerjakan  atau  untuk  memberikan  petunjuk  garis  besar  cara
pencapaian Visi maka perlu ditetapkan sebuah Misi.
Adapun rumusan Misi KUA Kecamatan Colomadu adalah :
a. Meningkatkan kwalitas pelayanan prima di bidang SDM dan KUA
b. Mengupayakan  terwujudnya  pelayanan  prima  di  bidang  nikah  dan
rujuk.
c. Mengupayakan terwujudnya keluaga sakinah
d. Memberdayakan lembaga dakwah dan kemitraan umat
e. Meningkatkan kwalitas tempat ibadah
3. Organisasi dan Kelembagaan
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Sebgai  lemaga  yang  berada  dibawah  kewenangan  Kementerian
Agama  Kabupaten  Karanganyar  maka  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)
Kecamatan Colomadu, tentu  memiliki peran sebagai pelaksana sebagian
tugas  kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Karanganyar  di  bidang
urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Colomadu.
Sebagai  institusi  yang  mempunyai  kedudukan  strategis  dalam
mensosialisasikan sekaligus mewujudkan program-program Kementerian
Agama.  Dengan  demikian  tugas  dan  kedudukan  kantor  urusan  agama
Kecamatan  tidak  terlepaskan  dari  tugas  dan  kedudukan  Kementerian
Agama.
4. Administrasi dan Operasional
a. Perkawinan dan BP4
1) Pendaftaran/ Pemberitahuan
a) Catin  (Calon  pengantin)  datang  ke  KUA  mendaftar  dengan
membawa surat keterangan nikah dari desa / Kelurahan (Model
N1, N2, N3, dan N4), Sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007, PS.5,
Ayat 2;
b) Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA (bedol), maka
membayar  uang  sebesar  Rp.  600.000,-  sedangkan  yang
melakukan akad di KUA tidak dikenai biaya/ Rp. 0,-.
2) Pemeriksaan
Catin dan Wali, diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat nikah)
atau  penghulu  dan  ditandatangani  terlebih  dahulu  Berita  acara
(model NB), sesuai dengan PMA. No. 11/2007, Ps.9).
3) Pengumuman kehendak nikah
Setelah pemeriksaan catin tidak ada halangan, PPN membuat
pengumuman  ditempel  di  tempat  strategis  (waktu  dari  mendaftar
sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja) sesuai dengan
PMA. No. 11/2007. Ps. 16.
4) Pelaksanaan akad nikah
a) Akad Nikah dilaksanakan di KUA oleh wali Nikah dan dihadapan
PPN  atau  penghulu  dari  wilayah  tempat  tinggal  isteri,  sesuai
dengan (PMA. No. 11/ 2007. Ps. 17, 18 dan Pasal 21)
b) Atas  permintaan  catin  dan  persetujuan  PPN  akad  nikah  dapat
dilaksanakan diluar KUA.
5) Rekomendasi nikah
a) Catin  membawa  surat  pengantar  dari  desa  /  kelurahan  yang
dilampiri surat keterangan nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) dari
desa / kelurahan;
b) Foto copy KTP 2 lembar, KK, ijazah terakhir dan akte kelahiran.
c) Foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan background warna biru.
6) Duplikat surat nikah
a) Yang  berkepentingan  membuat  surat  pengantar  dari  desa  /
kelurahan  yang  mencantumkan  nama,  alamat,  dan  no.  register
nikah yang bersangkutan;
b) Surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  (Apabila  surat
nikahnya hilang ) dan bukti fisik (Apabila surat nikahnya rusak).
c) Pas foto 2 lembar ukuran 3x4, bagi yang berbentuk buku.
b. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
KUA  kecamatan  Colomadu  juga  melakukan  pengadministrasian
perolehan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  dan  pendistribusiannya  serta
melakukan  pelayanan  dalam sertifikasi  tanah  wakaf.  Adapun  proses
sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:
1) Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanahmilik.
2) Kepala  keluarga  (selaku  wakif)  saksi  dan  nazhir  pergi  ke
KUAmenghadap  kepala  KUA  selaku  pejabat  pembuat  akta
ikrarwakaf (PPAIW).
3) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf memeriksa persyaratan wakafdan
selanjutnya mengesahkan nazhir.
4) Wakif mangucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan pejabat
pembuat ikrar wakaf, untuk selanjutnya pejabat membuat akta ikrar
wakaf dan salinannya.
5) Wakif, nazhir dan saksi pulang membawa AW.
6) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir menuju kantor
pertanahan  kabupaten  atau  kota  dengan  membawa  berkas
permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar W7.
7) Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
8) Kepala  kantor  pertanahan  menyerahkan  sertifikat  tanah  wakaf
kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk dicatat pada daftar
akta ikrar wakaf atau formulir W4.
Kantor  KUA  juga  melakukan  Pengadministrasian  perolehan
zakat/Infaq dan Shodaqah dan pendistribusiannya.
c. Haji
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Colomadu  disamping
melaksanakan pelayanan administrasi perkawinan, zakat, wakaf, infaq
dan shodaqoh kepada masyarakat,  Kantor Urusan Agama Kecamatan
Colomadu juga melaksakan pelayanan administrasi Ibadah Haji.
Berikut  ini  adalah  beberapa  pelayanan  ibadah  haji  yang
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomoadu dengan
metode yang digunakan adalah:
1) Ceramah, tanya jawab, simulasi, dan praktek lapangan.
2) Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan haji.
3) Sholat safar, sholat dalam perjalanan dan tayamum.
4) Akhlakul karimah dan adat istiadat bangsa arab.
5) Peragaan manasik haji.
6) Barang bawaan jama’ah haji.
7) Petunjuk perjalanan haji dan kesehatan haji.
8) Praktek bimbingan manasik haji dilanjutkan tanya jawab.
9) Pemantapan pemahaman manasik haji.
d. Kemasjidan
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Colomadu  juga
melaksanakan pelayanan administrasi kemasjidan yang meliputi:
1) Membantu permohonan dan penyaluran bantuan/ rehab masjid.
2) Pendataan tempat ibadah.
3) Membuat data keagamaan di wilayah kecamatan Jaten
4) Membuat peta keagamaan
B. Gambaran Umum KUA Jaten Kabupaten Karanganyar
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Kantor  Urusan Agama Kecamatan Jaten terletak pada ruas  jalan
utama  milik  Propinsi   Jawa  Tengah  yang  berkedudukan  di  Jl.  Solo  –
Tawangmangu  Km.  8,5  Karanganyar.  Dan  masuk  dalam wilayah  Desa
Jaten Kecamatan Jaten. Letak ini sangat strategis karena mudah dijangkau
dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini juga berdekatan dengan
Kantor  Kecamatan  Jaten  serta  kantor  dinas  instansi  yang lain  sehingga
memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan
pengurusan  administrasi  serta  hubungan  lintas  sektoral  dan  lain
sebagainya.
Wilayah Kecamatan Jaten terdiri dari 8 desa, yaitu :
1. Desa Suruhkalang 5. Desa 
2. Desa Jati 6. Desa Jetis
3. Desa Jaten 7. Brujul
4. Desa Ngringo 8. Sroyo
Sedangkan  ibu  kota  Kecamatan  Jaten  adalah  Desa  Jaten  yang
secara  geografis  terletah  di  tengah-tengah  wilayah  kecamatan  Jaten.
Sebagian besar penduduk Kecamatan Jaten  adalah PNS, Pedagang, Petani
dan wiraswasta.  Luas wilayah Kecamatan Jaten  adalah ±  255481 Ha.
Secara geografis Kecamatan Jaten terletak pada:  01º 2’ 00” – 02º 32’ 00”
LU  dan  117º  10’ 00”  –  117º50’00”  BT  dengan  batas  –  batas  sebagai
berikut :
Sebelah Utara  : Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar
Sebelah selatan : Kecamatan Karanganyar Kab. Karanganyar
Sebelah Timur : Kecamatan Mojolaban Kab. Sukoharjo
Sebelah Barat : Kecamatan Jebres Kota Surakarta
2. Visi dan Misi
Agar memiliki pandangan ke depan terkait arah pergerakan KUA
Jaten agar tetap berjalan seperti fungsi KUA pada umumnya maka KUA
Kecamatan  Jaten membuat  rumusan  Visi:  “Terciptanya  Layanan  Nikah
Yang  Prima,  Harmonis,  Agamis,  Selaras  dan Tuntas  di  Bidang  Urusan
Agama untuk terwujudnya Keluarga Yang Sakinah”.
Untuk mewujudkan Visi maka juga harus ditetapkan apa saja yang
harus  dikerjakan  atau  untuk  memberikan  petunjuk  garis  besar  cara
pencapaian Visi maka perlu ditetapkan sebuah Misi.
Adapun rumusan Misi KUA Kecamatan Jaten adalah :
a) Mewujudkan layanan nikah dan rujuk yang prima
b) Mewujudkan sarana layanan publik yang nyaman
c) Mewujudkan peran lembaga keagamaan yang harmonis
d) Mewujudkan  layanan  ZIS,  Wakaf,  Produk  Halal  dan
Haji/Umroh  yang efektif
e) Mewujudkan  akses  informasi  berbasis  teknologi
/Simkah/Simpeg/Simas/Siwak
3. Organisasi dan Kelembagaan
Sebgai  lemaga  yang  berada  dibawah  kewenangan  Kementerian
Agama  Kabupaten  Karanganyar  maka  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)
Kecamatan Jaten, tentu  memiliki peran sebagai pelaksana sebagian tugas
kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Karanganyar  di  bidang  urusan
agama Islam di wilayah Kecamatan Jaten
Sebagai  institusi  yang  mempunyai  kedudukan  strategis  dalam
mensosialisasikan sekaligus mewujudkan program-program Kementerian
Agama.  Dengan  demikian  tugas  dan  kedudukan  kantor  urusan  agama
Kecamatan  tidak  terlepaskan  dari  tugas  dan  kedudukan  Kementerian
Agama.
4. Administrasi dan Operasional
a. Perkawinan dan BP4
1) Pendaftaran/ Pemberitahuan
a) Catin  (Calon  pengantin)  datang  ke  KUA  mendaftar  dengan
membawa surat keterangan nikah dari desa / Kelurahan (Model
N1, N2, N3, dan N4), Sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007, PS.5,
Ayat 2;
b) Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA (bedol), maka
membayar  uang  sebesar  Rp.  600.000,-  sedangkan  yang
melakukan akad di KUA tidak dikenai biaya/ Rp. 0,-.
2) Pemeriksaan
Catin dan Wali, diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat nikah)
atau  penghulu  dan  ditandatangani  terlebih  dahulu  Berita  acara
(model NB), sesuai dengan PMA. No. 11/2007, Ps.9).
3) Pengumuman kehendak nikah
Setelah pemeriksaan catin tidak ada halangan, PPN membuat
pengumuman  ditempel  di  tempat  strategis  (waktu  dari  mendaftar
sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja) sesuai dengan
PMA. No. 11/2007. Ps. 16.
4) Pelaksanaan akad nikah
a) Akad Nikah dilaksanakan di KUA oleh wali Nikah dan dihadapan
PPN  atau  penghulu  dari  wilayah  tempat  tinggal  isteri,  sesuai
dengan (PMA. No. 11/ 2007. Ps. 17, 18 dan Pasal 21)
b) Atas  permintaan  catin  dan  persetujuan  PPN  akad  nikah  dapat
dilaksanakan diluar KUA.
5) Rekomendasi nikah
a) Catin  membawa  surat  pengantar  dari  desa  /  kelurahan  yang
dilampiri surat keterangan nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) dari
desa / kelurahan;
b) Foto copy KTP 2 lembar, KK, ijazah terakhir dan akte kelahiran.
c) Foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan background warna biru.
6) Duplikat surat nikah
a) Yang  berkepentingan  membuat  surat  pengantar  dari  desa  /
kelurahan  yang  mencantumkan  nama,  alamat,  dan  no.  register
nikah yang bersangkutan;
b) Surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  (Apabila  surat
nikahnya hilang ) dan bukti fisik (Apabila surat nikahnya rusak).
c) Pas foto 2 lembar ukuran 3x4, bagi yang berbentuk buku.
b. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
KUA  kecamatan  Jaten  juga  melakukan  pengadministrasian
perolehan  zakat,  infaq  dan  shodaqah  dan  pendistribusiannya  serta
melakukan  pelayanan  dalam sertifikasi  tanah  wakaf.  Adapun  proses
sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:
1) Sebuah  keluarga  sedang  bermusyawarah  untuk  berwakaf
tanahmilik.
2) Kepala  keluarga  (selaku  wakif)  saksi  dan  nazhir  pergi  ke
KUAmenghadap  kepala  KUA  selaku  pejabat  pembuat  akta
ikrarwakaf (PPAIW).
3) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf memeriksa persyaratan wakafdan
selanjutnya mengesahkan nazhir.
4) Wakif mangucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan pejabat
pembuat ikrar wakaf, untuk selanjutnya pejabat membuat akta ikrar
wakaf dan salinannya.
5) Wakif, nazhir dan saksi pulang membawa AW.
6) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazhir menuju kantor
pertanahan  kabupaten  atau  kota  dengan  membawa  berkas
permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar W7.
7) Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
8) Kepala  kantor  pertanahan  menyerahkan  sertifikat  tanah  wakaf
kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk dicatat pada daftar
akta ikrar wakaf atau formulir W4.
Kantor KUA juga melakukan Pengadministrasian perolehan
zakat/Infaq dan Shodaqah dan pendistribusiannya.
c. Haji
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Colomadu  disamping
melaksanakan pelayanan administrasi perkawinan, zakat, wakaf, infaq
dan shodaqoh kepada masyarakat,  Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jaten juga melaksakan pelayanan administrasi Ibadah Haji.
Berikut ini adalah beberapa pelayanan ibadah haji yang dilakukan
oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Colomoadu  dengan  metode
yang digunakan adalah:
1) Ceramah, tanya jawab, simulasi, dan praktek lapangan.
2) Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan haji.
3) Sholat safar, sholat dalam perjalanan dan tayamum.
4) Akhlakul karimah dan adat istiadat bangsa arab.
5) Peragaan manasik haji.
6) Barang bawaan jama’ah haji.
7) Petunjuk perjalanan haji dan kesehatan haji.
8) Praktek bimbingan manasik haji dilanjutkan tanya jawab.
9) Pemantapan pemahaman manasik haji.
d. Kemasjidan
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jaten  juga  melaksanakan
pelayanan administrasi kemasjidan yang meliputi:
1) Membantu permohonan dan penyaluran bantuan/ rehab masjid.
2) Pendataan tempat ibadah.
3) Membuat data keagamaan di wilayah kecamatan Jaten
4) Membuat peta keagamaan79
C. Pandangan Kepala KUA Jaten dan Kepala KUA Colomadu Tentang
Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 Tentang
Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i
79
 Buku laporan tahunan KUA Jaten Tahun 2017
Perbedaan  pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  yang  terjadi  di
KUA Jaten  dan  KUA  Colomadu  yakni  disebabkan  adanya  perbedaan
pemahaman  Kepala  KUA  Jaten  dan  Kepala  KUA  Colomadu  dalam
mensikapi  Surat  Edaran Dirjen Bimbingan Islam No. DIV/E.D/17/1979
Tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i. 
Kepala KUA Colomadu memiliki pemahaman bahwa Surat Edaran
tersebut  masih  berlaku  dan  harus  dipatuhi  oleh  setiap  Kantor  Urusan
Agama.  Amin  Fakhroni  menerangkan  bahwa  sebelumnya  pernah  ada
Kepala  KUA yang  bertanya  pada  Pengadilan  Agama  Karangnyar  dan
Pengadilan  Agama  Karanganyar  memberikan  jawaban  bahwa  Surat
Edaran tersebut masih berlaku dan tidak ada perubahan. 
Lain halnya Kepala KUA Jaten memiliki pemahaman Surat Edaran
Dirjen  Bimbingan  Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  Tentang  Perkawinan
Suami  dalam  Iddah  Istri  Akibat  Talak  Raj’i  tidak  memiliki  kekuatan
hukum dan tidak wajib dipatuhi. Selain itu menurut Sriyanto bahwa dalam
Islam tidak diwajibkan masa iddah bagi suami yang bercerai.
Adapun  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979  Tentang  Perkawinan  Suami  dalam Iddah  Istri  Akibat
Talak Raj’I berbunyi sebagai berikut:
1. Bagi  seorang  suami  yang  telah  menceraikan  isterinya  dengan
talak  raj'i  dan  mau  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  sebelum
habis masa  iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan
izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada
hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah
masih  dalam  ikatan  perkawinan  selama  belum  habis  masa
iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan
wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti
hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena
itu  terhadapa  kasus  tersebut  dapat  diterapkan  pasal  4  dan  5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai  modul  pengaduan  penolakan  atau  izin  permohonan
tersebut  harus  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  pengadilan
agama.
D. Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri Di KUA Jaten dan KUA
Colomadu Kabupaten Karanganyar
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Perkawinan
juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.80
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Pada tahun 2018 di KUA kecamatan Colomadu dari bulan Januari sampai
bulan November tercatat terjadi 404 perkawinan. Dari keseluruhan tidak
terdapat perkawinan suami dimana mantan istri mereka masih dalam masa
‘iddah, menurut keterangan Whasfi Khairul Anwar, apabila ada duda talak
yang mendaftra nikah sedangkan istrinya masih dalam masa iddah maka
akan ditolak, atau ditund untuk diterima pendaftaran pernikahannya.81
Sedangkan di KUA Jaten pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan
November terdapat pencattan perkawinan sejumlah 520 perkawinan. Dari
519 dilakukan pencatatan perkawinan seperti biasa. Dan ada 1 pencatatan
perkawinan  yang  mana  duda  talak  istrinya  masih  berada  dalam  masa
iddah.
Berikut data  yang diambil dari  Buku Register perkawinan KUA
Colomadu  dan  KUA Jaten  dari  bulan  Januari  sampai  November  tahun
2018.82
1. Data Perkawinan KUA Colomadu
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih Bahasa Oleh Moh Thalib, (Bandung, Al
Ma’arif :1994), Hlm. 9.
81
 Whasfi Khairul, Penghulu KUA Colomadu, Wawancara Pribadi, 20 
Oktober 2018, jam 13.00-14.00 WIB.
NO BULAN JUMLAH
PERKWINAN
PERKAWINAN SUAMI
DALAM ‘IDDAH
ISTRI
1 JANUARI 26 0
2 FEBRUARI 31 0
3 MARET 48 0
4 APRIL 54 0
5 MEI 27 0
6 JUNI 20 0
7 JULI 44 0
8 AGUSTUS 43 0
9 SEPTEMBER 42 0
10 OKTOBER 32 0
11 NOVEMBER 42 0
Penulis  tidak  mendapati  adanya  perkawinan  suami  yang
dilangsungkan dalam masa  iddah mantan  istrinya  di  KUA Colomadu.
Kepala KUA Colomadu Amin Fakhroni  memberikan keterangan bahwa
apabila  ada  duda  yang  berkeinginan  untuk  mendaftar  nikah  di  KUA
Colomadu maka akan dianjurkan untuk menungu masa  iddah istrinya
habis. Amin Fakhroni menjelaskan bahwa surat edaran Dirjen Bimbaingan
Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri
82
 Data NTCR KUA Colomadu dan KUA Jaten Januari-November 2018.
Akibat Talak Raj’i tersebut penting untuk dilaksanakan, karena didalam
masa iddah istri seorang mantan suami masih memiliki kewajiban yang
harus ditunaikan. Dan seorang istri masih memiliki hak untuk melakukan
ruju’ kembali dengan suaminya.83
Dengan  berbagai  pertimbangan  Kepala  KUA  Colomadu
memutuskan untuk tidak menikahkan duda yang mantan istrinya  masih
berada  dalam masa  iddah,  dengan  berdasar  pada  surat  edaran  Dirjen
Bimbaingan  Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami
dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i. Sehingga KUA Colomadu menolak
setiap  ada  duda  yang  mengajukan  pendaftaran  perkawinan  di  KUA
Colomadu. Pihak KUA menolak dan memberikan syarat agar duda tersebt
menunggu  masa  iddah mantan  istrinya  habis  dulu  kemudian  baru
mendaftarkan pernikahan di KUA Colomadu.
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2. Data Perkawinan KUA Jaten
NO BULAN JUMLAH
PERKWINAN
PERKAWINAN SUAMI
DALAM ‘IDDAH 
ISTRI
1 JANUARI 34 0
2 FEBRUARI 38 0
3 MARET 45 0
4 APRIL 62 0
5 MEI 38 0
6 JUNI 32 0
7 JULI 44 0
8 AGUSTUS 71 1
9 SEPTEMBER 58 0
10 OKTOBER 59 0
11 NOVEMBER 40 0
Di KUA Jaten pada bulan agustus tercatat pernikahan duda yang
bekas  istrinya  masih  dalam  masa  iddah.  Seorang  duda  bernama Sri
Mulyono menikah dengan Puji Astuti pada tanggal 30 Agustus 2018 di
KUA  Jaten. Sri  Mulyono  resmi  menjadi  duda  dengan  nomor
0755/AC/2018/PA.Kra sebelumnya Sri Mulyono bercerai dengan Istrinya
Sri  Wahyuni.  Keduanya  resmi  bercerai  setelah  keluarnya  putusan  dari
Pengadialn  Agama  Karanganyar  dengan  nomor  462/Pdt.G/2018/PA.Kra
tertanggal 3 Juli 2018.  Artinya setelah Sri Mulyono bercerai dengan Sri
Wahyuni  kemudian  Sri  Mulyono  melakukan  perkawinan  dengan  orang
lain yakni  dengan Puji Astuti.  Tepat pada hari ke-59 setelah keputusan
Pengadilan ditetapkan, berarti Sri Wahyuni masih dalam masa iddah.
Kepala KUA Jaten yang tetap menikahkan duda cerai akibat talak
raj’i dengan  alasan  bawha  suami  yag  sudah  bercerai  boleh  langsung
menikah tanpa harus menunggu  iddah seperti wanita.  Tetapi tetap saja
banyak  suami  yang  bersikeras  untuk  melangsungkan  perkawinan
meskipun  mantan  istrinya  masih  dalam  masa  iddah.  Menurut  hasil
wawancara  penulis  dengan  pihak  KUA Jaten  bahwa  pihak  KUA tidak
terlalu  mempermasalahkan  mengenai  surat  edaran  tersebut.  Sriyanto
Kepala KUA Jaten menjelaskan bahwa dalam hukum Islam seorang suami
boleh  menikah  setelah  bercerai,  tidak  seperti  perempuan  yang  harus
menunggu  selesai  masa  iddahnya.  Oleh  karena  itu  pihak  KUA  tetap
mencatatkan perkawinan suami yang masih dalam ‘iddah istri.84
BAB IV
ANALISIS
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 Sriyanto, Kepala KUA Jaten, Wawancara Pribadi, 22 Oktober 2018, jam 
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A. Analisis  Pandangan  Kepala  KUA Jaten  dan  Kepala  KUA Colomadu
Kabupaten  Karanganyar  terhadap  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan
Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah
Istri Akibat Talak Raj’i
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  fakta  peristiwa
pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Colomadu dan KUA Kecamatan
Jaten Kabupaten Karanganyar, dimana KUA Kecamatan Colomadu dan KUA
Kecamatan Jaten secara wilayah terletak di perkotaan maka hal itu menjadi
maklum dimata masyarakat bila instansi  pemerintahan yang berada di kota
lebih bagus dalam pelayanan dan berbagai hal daripada yang berada di daerah
pedesaan. Sebagai lembaga yang bertugas mencatatkan perkawinan bagi orang
Islam tentu bagi masyarakat menganggap civitas KUA tahu dan menguasai
masalah perkawinan, namun pada kenyataan dilapangan penulis menemukan
terjadi  perkawinan  seorang  duda  yang  perkawinannya  dilaksanakan  ketika
mantan istrinya masih dalam masa ‘iddah.
Data dari KUA Colomadu pada bulan Januari sampai bulan November
2018 tercatat terjadi 404 perkawinan. Secara keseluruhan selama tahun 2018
bulan  Januari  sampai  November  menunjukkan  tidak  ada  pernikahan  duda
yang mantan istri mereka masih dalam masa ‘iddah. Sedangkan di KUA Jaten
jumlah pernikahan pada Januari  sampai  bulan  November  tercatat  sebanyak
520 pernikahan. Sejumlah 519 pernikahan dicatatkan secara wajar, dan ada 1
pernikahan  termasuk  kedalam  kategori  pernikahan  tidak  wajar  menurut
penulis,  yakni  pernikahan  duda  yang  mantan  istrinya  masih  berada  dalam
masa iddah akibat talak raj’i.
Dalam surat edaran Dirjen  Bimbaingan Islam No. DIV/E.D/17/1979
tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah  Istri  Akibat  Talak  Raj’i  berbunyi
sebagi berikut:
4. Bagi  seorang  suami  yang  telah  menceraikan  isterinya  dengan
talak  raj'i  dan  mau  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  sebelum
habis masa  iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan
izin poligami ke Pengadilan Agama.
5. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada
hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah
masih  dalam  ikatan  perkawinan  selama  belum  habis  masa
iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan
wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti
hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena
itu  terhadapa  kasus  tersebut  dapat  diterapkan  pasal  4  dan  5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
6. Sebagai  modul  pengaduan  penolakan  atau  izin  permohonan
tersebut  harus  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  pengadilan
agama.
Adanya  surat  edaran  tersebut  menjadi  dasar  bagi  KUA Colomadu
untuk  menunda  duda  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  sedangkan
istrinya masih dalam masa iddah. Kepala KUA Colomadu Muhammad Amin
Fakhroni menerangkan jika ada duda cerai yang istrinya masih dalam iddah
akibat talak raj’i apabila duda tersebut datang ke kantor untuk mendaftar nikah
maka akan ditolak secara halus oleh pihak KUA. Duda tersebut diharuskan
untuk  menunggu  selesai  masa  iddah istrinya  baru  dipersilahkan  datang
kembali  untuk  mendaftarkan  perkawinannya.85 Menurut  wawancara  kami
dengan Penghulu KUA Colomadu Washfi Khairul Anwar bahwa dalam kurun
Januari – November tahun 2018 tidak ada pencatatan duda yang istrinya masih
dalam iddah akibat talak raj’i di KUA Colomadu.86
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Meski bukan undang-undang yang mengikat namun menurut Kepala
KUA Colomadu bapak Amin Fakhroni, surat edaran tersebut harus dipatuhi.
Sebab surat edaran tersebut memiliki maksud yang baik untuk menghindari
berbagai keburukan serta merupakan aturan yang dibuat dari pusat yang harus
dipatuhi oleh lembaga dibawahnya
Sedangkan di KUA Jaten penulis menemukan sebuah peritiwa dimana
terjadi pernikahan antara Sri Mulyono dan Puji Astuti yang dicatatkan di KUA
Jaten  pada  tanggal  30  Agustus  2018.  Dari  penelusuran  pada  simkah  yang
penulis lakukan diketahui bahwa Sri Mulyono adalah seorang duda yang mana
sebelumnya  ia  beristri  dengan  Sri  Wahyuni.  Juga  diketahui  bahwa  Sri
Mulyono  resmi  berpisah  dengan  istrinya  Sri  Wahyuni  setelah  keluarnya
putusan  Pengadila  Agama  Karanganyar  Nomor  462/Pdt.G/2018/PA.Kra
tertanggal pada 3 Juli 2018.87
Sehingga dapat diketahui jarak pernikahan Sri Mulyono dengan Puji
Astuti  yang  dicatatkan  di  KUA  Jaten  hanyalah  berselang  59  hari  dari
keluarnya  Putusan  Pengadilan  Agama  Karanganyar.  Artinya  bahwa
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sebenarnya  Sir  Wahyuni  yang  baru  saja  ditalak  oleh  Sri  Mulyono  masih
berada dalam masa ‘iddah akibat jatuhnya talak dari suaminya.
Dalam hal  ini  berarti  Sri  Mulyono masih dapat  ruju’ dengan bekas
istrinya karena masih dalam masa ‘Iddah. Firman Allah SWT dalam surah Al-
Baqarah ayat 229 :
لن ون  نءٍ اسن حم إن بن  حح يرن سم تن  وم أن  فءٍ ورر عم من بن  كح اسن مم إن فن  نن اتن رو من  قر لن طو لاح
لو أن  افن اخن ين  نأن  لو إن  اا ئايم شن  نو هر وامر تر يم تن آ امو من  احم وذر خر أم تن  نأن  مم كر لن  لي حن ين
حن انن جر  لن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير  لو أن  مم تر فم خن  نم إن فن  هن لل لاح دن ودر حر  امن يقن ير
نمن ون  اهن ودر تن عم تن  لن فن  هن لل لاح در ودر حر  كن لم تن  هن بن  تم دن تن فم اح امن يفن  امن هن يم لن عن
نن وامر لن اظو لاح مر هر  كن ئان كلن وم أر فن  هن لل لاح دن ودر حر  دو عن تن ين  
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah
itu  suami  dapat)  menahan  dengan  baik,  atau
melepaskan  dengan  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu
mengambil  kembali  sesuatu yang telah kamu berikan
kepada  mereka,  kecuali  keduanya  (suami  dan  istri)
khawatir  tidak  mampu  menjalankan  hukum-hukum
Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak
mampu  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka
keduanya  tidak  berdosa  atas  bayaran  yang  (harus)
diberikan  (oleh  istri)  untuk  menebus  dirinya-*.  Itulah
hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu
melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum
Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS.Al-Baqarah:
229).88
Talak raj’i yaitu talak dimana suami masih memiliki hak
untuk  kembali  kepada  isterinya  (rujuk)  sepanjang  isterinya
tersebut  masih  dalam  masa  ‘iddah,  baik  isteritersebut
bersedia  dirujuk  maupun  tidak.89 Ibnu  Rusyd  menerangkan
bahwa talak  raji’i adalah suatu talak dimana suami memiliki
hak untuk merujuk isteri.90
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Berikut  beberapa  alasan  keputusan  Kepala  KUA  Jaten  terhadap
pencatatan perkawinan duda yang istrinya masih dalam iddah sebagai berikut
:
1. Tidak  ada  hukum dalam islam yang  mengatur  masa  iddah  bagi
suami.
2. Laki-laki tidak memiliki masa iddah, masa iddah hanya dimiliki
wanita saja 
3. Seorang suami  boleh  langsung menikah setelah  bercerai  dengan
istrinya tanpa harus menunggu masa iddah istrinya habis.
4. Pihak  KUA Jaten  tidak  mempermasalahkan  Surat  edaran  Dirjen
Bimbaingan  Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan
Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i karena sifatnya hanya
himbauan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti
undang-undang.
Ada  perbedaan  pelaksanaan  pernikahan  duda  yang  mantan  istrinya
masih dalam masa iddah, hal ini dikarenakan  perbedaan pemahaman Kepala
KUA  Colomadu  dan  Kepala  KUA  Jaten  dalam  mensikapi  Surat  Edaran
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 Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Auqtasid, (Beirut: Dar 
Al-Jiil, 1989), Juz 11, hlm. 48.
Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Nomor
DIV/Ed/17/1979.
Kepala  KUA Colomadu  Amin  Fakhroni  menganggap  surat  tersebut
hanya  himbauan  namun  memiliki  manfaat  untuk  mencegah  segala
kemungkinan yang buruk. Sedangkan  Kepala KUA Jaten Sriyanto memiliki
pandangan bahwa sebenarnya dalam Islam tidak terdapat larangan duda yang
ingin menikah ketika mantan istrinya masih dalam masa iddah. Terkait surat
edaran  tersebut  bapak  Sriyanto  tidak  terlalu  memperdulikannya.  Karena
menurutnya pernikahan mengacu pada aturan dalam islam, sedangkan surat
edaran  tersebut  menurutnya  tidak  kuat  bahkan  menurutnya  surat  tersebut
membingungkan.
B. Analisis dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Jaten dan Kepala
KUA  Colomadu  dalam  Mensikapi  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan
Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  tentang  Perkawinan  Suami  dalam  Iddah
Istri Akibat Talak Raj’i
Kepala KUA Jaten Sriyanto menerangkan bahwa tidak ada masalah
bila  seorang duda yang sudah bercerai  dengan istrinya  akan menikah lagi.
Baik  sudah selesai  masa  iddah istrinya,  ataupun belum selesai  masa iddah
istrinya.  Menurutnya  dalam  fiqih  tidak  ada  aturan  bahwa  suami  harus
menunggu masa iddah istrinya habis. Bahkan bila suami diharuskan menikah
setelah menunggu iddah istrinya habis maka sama saja  dengan membebani
suami  dengan  masa  iddah,  yang  seharusnya  hanya  berlaku  bagi  wanita.
Menurutnya hal tersebut tentu tidak seperti ketentuan yang ada dalam islam.91
Para ulama sepakat bahwa ‘iddah hukumnya wajib bagi
semua wanita yang berpisah dengan suaminya baik dengan
sebab  talak, khulu'  (gugat  cerai),  faskh  (penggagalan  akad
pernikahan)  atau ditinggai  mati.  Hal  ini  berdasarkan firman
Allah Ta'ala : 
 ءءٍ ون رر قر  ةن ثن لن ثن  نو هن سن فر نأن بن  نن صم بو رن تن ين  تر اقن لو طن مر لم احون
Artinya: “Wanita-wanita  yang  ditolak  hendaklah
menahan  diri (menunggu)  tiga  kali  quru.”(Al-Baqarah:
228)92
Dalam al-Qur’an diungkapkan bahwa talak  raji’i adalah
talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak
isteri, dimana suami boleh rujuk kepada isteri. Sebagaimana
firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 229:
نءٍ اسن حم إن بن  حح يرن سم تن  وم أن  فءٍ ورر عم من بن  كح اسن مم إن فن  نن اتن رو من  قر لن طو لاح
Artinya:  “Talak (yang dapat dirujuki)  dua kali.  Setelah
itu  boleh
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rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan
dengan cara yang baik. ...” (Q.SAl-Baqarah:229)93
Pendapat bapak Sriyanto memang tidak salah, karena pada prinsipnya
‘iddah hanya berlaku untuk seorang wanita. Tidak ada dalil Al-Qur’an atau
Hadis  yang  menerangkan  bawha  laki-laki  memiliki  masa  iddah.  Karena
prinsipnya masa iddah memiliki maksud agar rahim wanita bersih dari mantan
suaminya.  Meski  keputusan  Kepala  KUA Jaten  tidak  sesuai  dengan  Surat
Edaran Dirjen Bimbaingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan
Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i, namun bapak Sriyanto sebagai
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kepala KUA Jaten memiliki dasar dalam peritimbangan keputusannya tetap
menikahkan duda yang istrinya masih dalam masa iddah.
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  diambil  kesimplan  bahwa  landasan
hukum Kepala  KUA Jaten  dalam  menikahkan  duda  yang  mantan  istrinya
masih dalam masa iddah setelah talak raj’i adalah mendasarkan pada fiqih
murni.  Yang  mana  memang  dalam  aturannya  iddah hanya  berlaku  untu
wanita saja. Maka laki-laki boleh menikah kapan saja ketika sudah berpisah
dengan istrinya.
Sedangkan Kepala KUA Colomadu bapak Muhammad Amin Fakhroni
memiliki  pandangan bahwa  masa  iddah istri  bukan  berarti  masa  iddah
suami. Artinya ada maksud dan tujuan lain dari diharuskannya seorang suami
menunggu masa  iddah istrinya habis unuk menikah lagi. Diantara alasannya
adalah  bahwa  ketika  masa  iddah sedang  berlangsung,  suami  memiliki
tanggung jawab nafkah yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya. Bahwa
ketika masa iddah istri masih berlangsung maka secara etika moral tidak baik
bila suami langsung menikah lagi, tentu akan menyakiti hati mantan istrinya. 
Beliau  menjelaskan  jika  terjadi  demikian  maka  akan  banyak  yang
tersakiti.  Sehingga  KUA Colomadu  tetap  berpedoman  pada  Surat  Edaran
Dirjen Bimbaingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami
dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i walau terjadi banyak perdebatan tetapi
menurut  Kepala  KUA  Colomadu  surat  tersebut  boleh  dijadikan  pedoman
dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan.94
Dari  dua  pandangan  yang  berbeda  antara  Kepala  KUA  Jaten  dan
Kepala  KUA  Colomadu  tersebut  menunjukkan  adanya  ketidakseragaman
pemikiran  pejabat  KUA.  Padahal  dalam  aturannya  pencatatan  perkawinan
haruslah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.95
Meskipun  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak
Raj’i  hanya  bersifat  himbauan  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap
seperti  Undang-Undang namun ketentuannya masih berlaku dan belum ada
perubahan  apapun.  Justru  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbingan  Islam  No.
DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak
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 Amin Fakhroni, Kepala KUA Colomadu, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 
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Raj’i  memperkuat  dan memperjelas  apa  yang ada  didalam Undang-undang
sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.96
Sebagai  lembaga  yang  berada  dibawah  kewenangan  Kementerian
Agama  Kabupaten  Karanganyar  maka  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan
Colomadu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten tentu  memiliki peran
sebagai pelaksana tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar
di  bidang  urusan  agama  Islam  di  wilayah  masing-masing.  Maka secara
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kompetensi  Kantor  Urusan  Agama  berhak  wajib  mentaati  lembaga  yang
berada di atasnya, yakni Kementerian Agama.  Termasuk dalam Surat Edaran
Dirjen Bimbaingan Islam No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami
dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i.
C. Analisis  Perlaksanaan  Perkawinan  Suami  Dalam  Iddah  Istri  Akibat
Talak Raj’i  menurut Perspektif Hukum Islam
Dalam pandangan hukum Islam perkawinan suami dalam masa iddah
istri akibat  talak raj’i  adalah hal yang biasa. Karena pada prinsipnya iddah
hanya berlaku untuk perempuan saja. Salah satu hikmah masa iddah adalah
untuk  mengosongkan  rahim,  sedangkan  laki-laki  tidak  memiliki  rahim.
Artinya apabila laki-laki telah bercerai dengan istrinya maka ia tidak perlu
menunggu  tiga  kali  suci  seperti  wanita.  Dengan  kata  lain  memang  tidak
terdapat  aturan  hukum  fiqih  yang  mengatur  secara  tegas  pembatasan
perkawinan duda yang bekas istrinya masih dalam mas  iddah.  Bagi laki-
laki  setelah  bercerai  ia  hanya  diberi  kewajiban  untuk
menafkahi mantan istrinya selama masa iddah.
Sebuah kaidah mengatakan pada dasarnya segala  sesuatu itu  adalah
haram sampai ada dalil  yang menunjukkan  kebolehannya.  Firman Allah
pada surat an-Nahl ayat 116 :
مح احرن حن  احذن هنه ون  لح لن حن  احذن هنه  بن ذن كن لم اح مر كر تر نن سن لم أن  فر صن تن  امن لن  احوالر واقر تن  لن ون
Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa
yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal
dan ini haram”
Dalam ayat tersebut Allah Swt menjelaskan bahwa halal
dan  haram  bukanlah  hamba-Nya  yang  menentukan,  akan
tetapi  dialah  yang  berhak  menentukannya,  dan  kita  tidak
dapat mengetahui halal dan haram  kecuali atas seizinnya.97
Dengan  demikian  dapat  diketahui  perkawinan  duda  yang
istrinya masih dalam masa iddah dapat dilaksanakan dengan
dasar tidak adanya dalil secara tekstual yang melarang duda
untuk  menikah  ketika  bekas  istrinya  masih  berada  dalam
masa  iddah,  atau  harus  menunggu  iddah bekas  istrinya
selesai.
Namun seiring berkembangnya zaman ternyata muncul
permasalahan  yakni  hilangnya  tanggungjawab  suami  untuk
memberikan nafkah  iddah pada bekas istrinya. Juga muncul
kekhawatiran bilamana setelah suami menikah lagi kemudian
meminta ruju’ dengan istrinya yang lama, maka akan terjadi
97
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poligami terselubung. Sehingga dalam kondisi ini dibutuhkan
pengembangan  hukum  guna  mengatur  permasalahan
pernikahan  duda  yang  bekas  istrinya  masih  dalam  masa
iddah.
Secara tekstual  memang perkawinan suami dalam  iddah istri  akibat
talak raj’i tidak ada larangannya. Namun bukan berarti Allah tidak mengatur
apa-apa  dan  menjadikan  bingung  hambanya.  Dalam  hal  ini  diperlukan
pemahaman  lebih  mendalam  untuk  menggali  hukum  baru  yang  terdapat
didalam Al-Quran dan Hadist.
Sumber  (mashdar)  berarti  wadah  tempat  menggali  norma-norma
hukum  tertentu,  sedangkan  dalil  (al-daliil)  merupakan  petunjuk  yang
membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada
Al-Quran  dan  Hadist  karena  hanya  dai  keduanyalah  digali  norma-norma
hukum. Sedangan  ijma',  qiyas,  istihsan,  istishlah,  isthishab,  istidlal
dan maslahah al mursalah tidak termasuk kategori sumber hukum, tetapi
semuanya itu adalah dalil hukum, berfungsi sebagai alat menggali hukum dari
Al-Quran dan Sunnah.98
Dalam metode istinbath  hukum juga  dikenal  sebuah metode  Sadd
az-Dzari'ah yaitu  suatu  metode  dalam menetapkan  suatu  hukum apabila
muncul suatu peristiwa atau kasus yang pada dasarnya kasus itu sebenarnya
adalah  boleh,  namun karena  diyakini  akan membawa pada  kerusakan atau
kemaksiatan  maka  kasus  atau  perbuatan  tersebut  atas  dasar  Sadd  az-
Dzari'ah ditetapkan  hukumnya  menjadi  tidak  dibolehkan.99 Dengan
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demikian  maka  pernikahan  duda  yang  istrinya  masih  dalam masa  iddah
sebenarnya dibolehkan kemudian dicegah berdasarkan Sadd az-Dzari'ah.
Maka apabila mencegah  pernikahan duda yang istrinya  masih  dalam
masa iddah akan menutup berbagai pintu keburukan.
Diantara beberapa objek yang menjadi Sadd az-Dzari'ah
adalah  sebuah  perbuatan  yang  mengarah  kepada  suatu
perbuatan yang terlarang adakalanya:
1. Perbuatan  itu  pasti  menyebabkan  dikerjakannya
perbuatan terlarng.
2. Peruatan  itu  mungkin  menyebabkan  dikerjakannya
perbuatan terlarang.
Pada poin pertama tidak ada persoalan dan perbuatan
ini sudah jelas dilarang oleh agama sebagaimana perbuatan
itu sendiri dilarang, sedangkan macam yang kedua inilah yang
merupakan  objek  Sadd  az-Dzari'ah,  karena  perbuatan
tersebut sering mengarah kepada perbuatan yang membawa
kepada kerusakan. Dalam konteks seperti  inilah para ulama
harus melakukan penelitian akan sejauh mana perbuatan itu
mendorong  orang  yang  melakukan  untuk  mengerjakan
perbuatan yang membawa pada kerusakan. Dalam hal ini ada
tiga kemungkinan, yaitu:
a. Kemungkinan  besar  perbuatan  itu  menyebapkan
dikerjakannya perbuatan terlarang.
b. Kemungkinan  kecil  perbuatan  itu  menyebabkan
dikerjakannya perbuatan terlarang
c. Semua  kemungkinan  dikerjakannya  atau  tidak
dikerjakannya perbuatan terlarang.
Tujuan disyariatkannya  hukum dalam Islam adalah untuk merealisir
kemashlahatan  manusia  dan  sekaligus  menghindarkan  kemadhorotan.
Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa tujuan inti disyariatkannya hukum
oleh Allah SWT sebenarnya hanyalah untuk kemashlahatan semata.100
Dalam  pembahasan  al-maaqa>shid  al-sya>ri’ah terdapat
beberapa poin sebagaimana berikut:
1) Memelihara Agama (نيدلا ظفح)
2) Memelihara Jiwa (سفنا ظفح)
3) Memelihara Akal (لقعلا ظفح)
4) Memelihara Keturunan (لسنا ظفح )
5) Memelihara Harta (لاملا ظفح)101
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila pernikahan duda yang
istrinya masih dalam masa iddah terlaksana maka kurang sesuai dengan al-
maaqa>shid al-sya>ri’ah, diantaranya yakni perlindungan terhadap hak
100
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wanita,  padahal  maksud dan tujuan Allah  dalam menetapkan suatu  hukum
tekstual maupun kontekstual adalah untuk kemaslahatan manusia.  Sehingga
mencegah  pernikahan  duda yang  istrinya  masih  dalam  iddah maka  sama
dengan mengaktualisasikan apa yang terdapat didalam al-maaqa>shid al-
sya>ri’ah  yakni memelihara jiwa (hifdzu nafs).  Dengan demikian apabila
pernikahan  duda  yang  bekas  istrinya  masih  didalam  masa  iddah tersebut
dicegahmaka tertutuplah keburukan-keburukan yang sekiranya muncul.
Dalam hukum Islam tidak mengenal syarat perkawinan seperti batas
umur  tertentu,  tentang  anak  dibawah  pengampuan,  tentang  larangan
perkawinan  bagi  mereka  yang  ada  hubungan  sedarah,  semenda,  hubungan
susuan, atau perkawinan mut’ah (bersifat sementara waktu), tentang larangan
berpoligami sampai empat istri, larangan kawin cerai berulang. Namun Islam
mengatur  tentang  larangan  menikahi  dengan  pria/wanita  muhrim,  larangan
kawin  selama  iddah,  larangan  menikah  dengan  wanita  yang  masih  terikat
dengan  pria  lain,  larangan  kawin  antar  agama,  larangan  menikah  dengan
wanita hamil. Jadi sepanjang perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak
101
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bertentangan  dengan  ketentuan  hukum Islam,  maka  tidak  ada  alasan  bagi
keluarga/orang tua atau kerabat untuk mencegah berlangsungnya perkawinan,
begitu  juga  dengan  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  utuk  menolak
berlangsungnya perkawinan.102
Dari uraian dan penejelasan terkait pelaksanaan pernikahan duda yang
mantan  istrinya  masih  dalam  masa  iddah di  atas  dapat  diambil  sebuah
kesimpulan bahwa sebenarnya dalam aturan Islam tidak ada dalil  qot’i yang
menjelaskan secara tegas bahwa duda dilarang menikah dalam masa  iddah
mantan  istrinya.  Tetapi  dengan  berbagai  pertimbangan  hukum  pernikahan
duda  yang  mantan  istrinya  masih  dalam  masa  iddah  sebaiknya  tidak
dilaksanakan.  Sebab  dengan  tidak  melaksanakannya  akan  lebih  menjaga
kemaslahatan-kemasalahatan bagi umat manusia. 
Namun  bukan  berarti  duda  yang  menikah  lagi  dengan  wanita  lain
sedangkan bekas istrinya masih dalam iddah adalah salah, hal demikian tidak
bisa  dicegah  dengan  alasan  hukum  Islam  karena  tidak  ada  dalil  yang
menguatkan pendapat tersebut. Bahkan sebenarnya menurut penulis bila yang
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dikhawatrikan  adalah  poligami  terselubung  sekalipun  tidak  bisa  menjadi
alasan pengguat.  Karena dalam Islam laki-laki boleh beristri  sampai empat
orang istri. Ketika masih berstatus suami istri resmi saja suami boleh menikah
lagi,  apalagi  ketika  sudah  bercerai  tentu  saja  tidak  masalah.  Terlepas  dari
pertimbangan nafkah idaah atau etika moral duda atas mantan istrinya.
Hanya saja di negara Indonesia memiliki kondisi yng berbeda dengan
negara  lain  sehingga   pertimbangan  hukum di  negara  Indonesia  pun  juga
berbeda.  Maka  walaupun  dalam  islam  tidak  diatur  secara  pasti  larangan
pernikahan  duda  yang  istrinya  masih  dalam  masa  iddah,  namun  untuk
menjaga kemasalahatan sebaiknya seorang duda tidak menikah ketika mantan
istrinya masih berada dalam masa iddah.
Sebuah kaidah mengatakan:
حلاصملاح بلج ىلع مدقم دسافملاح ءرد
Artinya:  Menghindari  madzarat  (kerusakan  atau
kesusahan)  harus  di  dahulukan  dari  pada  mengambil
manfaat (kemaslahatan).103
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Dengan  berlandaskan  kaidah  tersebut  maka  dapat
dipahami  mencegah pernikahan duda yang mantan istrinya
masih dalam mas  idah  sesuai  dengan  prinsip  maqashid  al-syari’ah.
Sebab  dengan  mencegah  pernikahan  duda  yang  mantan
istrinya  masih  berada  dalam  masa  idah maka  banyak
menutup  pintu  keburukan  dan  melindungi  hak-hak  wanita
setelah diceraikan seperti hak nafkah  iddah, hak untuk ruju’
dan hak dihormati mantan suaminya agar tidak cepat-cepat
menikah lagi dengan wanita lain. Sehingga dengan demikian
tercapailah  apa  yang  Allah  SWT maksudkan  dalam hukum-
hukumnya  yaitu  untuk  mengatur  kemaslahatan  umat
manusia.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat
disimpulkan:
1. Mengenai  pandangan  Kepala  KUA Jaten  dan  Kepala  KUA Colomadu
Kabupaten Karanganyar terhadap Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat
Talak Raj’i, untuk Kepala KUA Colomadu memiki pandangan bahwa surat
edaran  terssebut  dapat  dijadikan  acuan  dalam  pelaksanaan  pernikahan
duda  yang  mantan  istrinya  masih  dalam  masa  iddah.  Sebab  surat  itu
memiliki maksud yang baik untuk melindungi hak wanita yang sebenarnya
masih  bisa  ruju’  sebab  talak  yang  dijatuhkan  adalah  talak  raj’i.
Sedangkan  Kepala  KUA  Jaten  tidak  menjadikan  pertimbangan  surat
edaran tersebut  karena surat  tersebut  hanya berupa himbauan dan tidak
memiliki  kekuatan  hukum  tetap  seperti  undang-undang.  Sehingga
permohonan kehendak perkawinan duda cerai yang mantan istrinya masih
dalam masa iddah tetap dilaksanakan dan dicatatkan seperti biasa.
2. Baik  Kepala  KUA  Colomadu  dan  Kepala  KUA  Jaten  masing-masing
memiliki landasan dalam mensikapi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat
Talak  Raj’i.  Kepala  KUA  Colomadu  mendasarkan  pada  kemaslahatan
yang  terkandung  dari  surat  edaran  tersebut,  meskipun  terjadi  banyak
perdebatan  tentang  surat  terseut.  Sedangkan  kepala  KUA  Jaten
berpendapat bahwa dalam aturan islam tidak ada masa iddah bagi laki-laki
sehingga  seorang  duda  yang  ingin  menikah  dalam masa  iddah  mantan
istrinya  tetap  bisa  dilaksanakan.  Sedangkan  dalam  pelaksanaan  surat
edaran  tersebut  Kepala  KUA Colomadu  mendasarkan  pada  kompetensi
Kantor Urusan Agama yang berada dibawah Kementerian Agama maka
secara  kompetensi  KUA harus  mentaati  lembaga diatasnya.  Bagi  KUA
Jaten  yang  tidak  menerapkan  surat  edaran  tersebut  berdasar  pada
pemahamanbahwa surat edaran tersebut tidak mengikat sehingga tidak ada
kewajiban untuk melaksanakannya.
3. Pada prinsipnya seorang lelaki apabila telah bercerai dengan istrinya maka
suami tidak memiliki masa  iddah seperti wanita. Sehingga duda boleh
menikah  lagi  ketika  istrinya  masih  dalam  masa  iddah.  Namun  pada
perkembngannya diperlukan ijtihad unuk mengambil keputusan yang tepat
guna menghukumi pernikahan duda tersebut.  Diantara pertimbangannya
adalah bahwa mencegah pernikahan duda yang istrinya masih dalam masa
iddah  akan  lebih  menyelamatkan  kemaslahatan
sebagaimana yang termaktub dalam maqashid al-syari’ah.
Dalam  perspektif  hukum  Islam  pernikahan  duda  yang
bekas istrinya masih dalam iddah akibat talak raj’i adalah
diperbolehkan sebab secara umum tidak ada larangannya.
Namun demi pertimbangan kemaslahatan maka  pernikahan
duda yang istrinya masih dalam masa iddah boleh dicegah.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  berikut  saran  yang  dapat
diberikan:
1. Peraturan yang telah ada seharusnya lebih disosialisasikan sehingga tidak
terjadi  kebimbangan  dari  penegak  hukum.  Sehingga  pihak  KUA dapat
tegas menegakkan aturan berupa Surat Edaran Dirjen Bimbaingan Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat
Talak  Raj’i  untuk  mengantisispasi  akibat  yang  ditimbulkan  dari
pelaksanaan perkawinan tersebut yakni, tidak terpenuhinya hak bekas istri
dalam masa  iddah  serta  terjadinya  poligami  terselubung  apabila  suami
merujuk kembali bekas istrinya yang masih dalam masa iddah tersebut.
2. Diperlukan  penegasan  terhadap  Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan  Islam
No. DIV/E.D/17/1979 tentang Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat
Talak Raj’i.  Sebab baik pemikiran Kepala KUA Colomadu dan Kepala
KUA Jaten sama-sama memiliki dasar namun butuh solusi dari pemerintah
untuk menyeragamkan aturan tentang pernikahan duda yang istrinya masih
berada dalam masa idah. Agar tidak terjadi polemik di ingkungan Kantor
Urusan Agama.
3. Sebaiknya masyarakat lebih berfikir terbuka dan tidak terpaku pada teks
Al-Qur’an  dan  Hadis  semata  agar  dapat  menemukan  hikmah  dibalik
hukum-hukum yang ada.  Bagi duda yang ingin menikah lagi sebaiknya
tidak  melakukan  pernikahan  ketika  mantan  istrinya  masih  dalam  mas
iddah agar  tercapai  kemasalahatan  bersama.  Sebaiknya  pihak  yang
berwenang  memberi  solusi  agar  seorang  duda  tetap  bertangungjwab
terhadap  nafkah  iddah mantan  istrinya  tanpa  harus  melarang  hak
menikah duda disaat istrinya masih dalam masa iddah.
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Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana profil KUA Colomadu?
2. Apa saja visi dan misi KUA Colomadu?
3. Bagaimana pembagian struktur Organisasi KUA Colomadu?
4. Bagaimana cara pengajuan nikah di KUA Colomadu?
5. Bagaimana  pandangan  bapak  terkait  Perkawinan  Suami  Dalam  Masa
‘Iddah Istri?
6. Bagaimana dasar yang bapak gunakan terhadap pelaksanaan perkawinan
suami dalam iddah istri?
7. Apakah selama bapak menjadi Kepala KUA Colomadu pernah ada duda
yang ingin menikah lalu ditolak?
8. Bagaimana  pandangan  bapak  terhadap  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal
Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  No.  Div/E.D/17/1979  (Tentang
Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i)?
9. Bagaimana profil KUA Jaten?
10. Apa saja visi dan misi KUA Jaten?
11. Bagaimana pembagian struktur Organisasi KUA Jaten?
12. Bagaimana cara pengajuan nikah di KUA Jaten?
13. Bagaimana  pandangan  bapak  terkait  Perkawinan  Suami  Dalam  Masa
‘Iddah Istri?
14. Bagaimana dasar yang bapak gunakan terhadap pelaksanaan perkawinan
suami dalam iddah istri?
15. Apakah selama bapak menjadi Kepala KUA Jaten pernah ada duda yang
ingin menikah lalu ditolak?
16. Bagaimana  pandangan  bapak  terhadap  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal
Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  No.  Div/E.D/17/1979  (Tentang
Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i)?
Lampiran 3
TRANSKIP WAWANCARA
I. Kepala KUA Colomadu
1. Bagaimana profil KUA Colomadu?
Jawaban:  Secara  geografis,  Kecamatan  Colomadu  yang
mempunyai  ketinggian  dari  permukaan laut  mencapai  60 meter  dengan
suhu maksimal  60o  C dan minimum 29o  C. Sedangkan luas wilayahnya
desa yang ada di Kecamatan Colomadu ada 11 Desa. Sedangkan dusunnya
ada  sejumlah  50  dan  Rukun  Tetangga  ada  499.  Secara  objektif  KUA
Kecamatan Colomadu berada di Jl. Adi Sumarmo Colomadu.
KUA Colomadu terletak pada  7° 31’ 39” Lintang Selatan (LS) dan
110°  44’  54”  Bujur  Timur  (BT)  dan  terletak  di  wilayah  kecamatan
Colomadu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Ngemplak Kab.Boyolali
Sebelah selatan : Kecamatan  Kartasura Kab.Sukoharjo
Sebelah Timur : Kecamatan Banyudono Kab. Boyolali
Sebelah Barat : Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Tidak ditemukan data valid yang membuktikan kapan KUA Colomadu
berdiri.  Hanya  diketahui  akta  nikah  pertama  kali  yang  tercatat  di  KUA
Colomadu adalah pada tahun 1950.
2. Apa saja visi dan misi KUA Colomadu?
Jawaban: KUA Colomadu memiliki visi: “Terwujudnya peningkatan kwalitas
pelayanan pemahaman pengalaman ajaran agama bagi masyarakat”.
Untuk mewujudkan Untuk mewujudkan visi KUA Colomadu memiliki misi:
f. Meningkatkan kwalitas pelayanan prima di bidang SDM dan KUA
g. Mengupayakan terwujudnya pelayanan prima di bidang nikah dan rujuk.
h. Mengupayakan terwujudnya keluaga sakinah
i. Memberdayakan lembaga dakwah dan kemitraan umat
j. Meningkatkan kwalitas tempat ibadah
3. Bagaimana pembagian struktur Organisasi KUA Colomadu?
Jawaban:  Karyawan  KUA  kecamatan  Colomadu  berjumlah  5  orang
dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Kepala KUA: M. Amin Fakhroni, S. Ag.
Fungsional Umum: Whasfi KA, S.Ag.
Pengolah Data: Drs. Yusuf Ashari
Staf: Agung Mustofa
Pengadministrasi: Samsudin 
Penjaga: Siti Khuzaimah
4. Bagaimana cara pengajuan nikah di KUA Colomadu?
Jawaban:
a. Pendaftaran/ Pemberitahuan
a) Catin  (Calon  pengantin)  datang  ke  KUA  mendaftar  dengan
membawa surat  keterangan nikah dari  desa  /  Kelurahan (Model
N1, N2, N3, dan N4), Sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007, PS.5,
Ayat 2;
b) Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA (bedol), maka
membayar uang sebesar Rp. 600.000,- sedangkan yang melakukan
akad di KUA tidak dikenai biaya/ Rp. 0,-.
b. Pemeriksaan
Catin  dan Wali,  diperiksa  oleh  PPN (Pegawai  Pencatat  nikah)  atau
penghulu dan ditandatangani terlebih dahulu Berita acara (model NB),
sesuai dengan PMA. No. 11/2007, Ps.9).
c. Pengumuman kehendak nikah
Setelah  pemeriksaan  catin  tidak  ada  halangan,  PPN  membuat
pengumuman  ditempel  di  tempat  strategis  (waktu  dari  mendaftar
sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja) sesuai dengan
PMA. No. 11/2007. Ps. 16.
d. Pelaksanaan akad nikah
a) Akad Nikah dilaksanakan di KUA oleh wali Nikah dan dihadapan
PPN  atau  penghulu  dari  wilayah  tempat  tinggal  isteri,  sesuai
dengan (PMA. No. 11/ 2007. Ps. 17, 18 dan Pasal 21)
b) Atas  permintaan  catin  dan  persetujuan  PPN  akad  nikah  dapat
dilaksanakan diluar KUA.
e. Rekomendasi nikah
1) Catin  membawa  surat  pengantar  dari  desa  /  kelurahan  yang
dilampiri surat keterangan nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) dari
desa / kelurahan;
2) Foto copy KTP 2 lembar, KK, ijazah terakhir dan akte kelahiran.
3) Foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan background warna biru.
f. Duplikat surat nikah
1) Yang  berkepentingan  membuat  surat  pengantar  dari  desa  /
kelurahan  yang  mencantumkan  nama,  alamat,  dan  no.  register
nikah yang bersangkutan;
2) Surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  (Apabila  surat
nikahnya hilang ) dan bukti fisik (Apabila surat nikahnya rusak).
3) Pas foto 2 lembar ukuran 3x4, bagi yang berbentuk buku.
5. Bagaimana  pandangan  bapak  terkait  Perkawinan  Suami  Dalam  Masa
‘Iddah Istri?
Jawaban:  Pernikahan  duda  dalam  masa  iddah  mantan  istrinya  secara
hukum  islam  memang  tidak  diatur  atau  tidak  dilarang,  namun  ada
beberapa  pertimbangan  yaitu  untuk  mencegah  kemadzorotan  seperti
terhentinya tangungjawab nafkah iddah istri maka KUA Colomadu tidak
menikahkan duda yang mantan istrinya masih dalam masa iddah. Apalagi
sebenarnya tidak etis bila seorang duda yang baru bercerai lalu menikah
lagi, kasihan istrinya pasti tersakiti perasaanya.
6. Bagaimana dasar yang bapak gunakan terhadap pelaksanaan perkawinan
suami dalam iddah istri?
Jawaban:  Sebenarnya tidak ada larangan duda menkah lagi dalam islam,
tetapi  karena  ada  kemadorotan  yng  harus  dicegah  maka  kami  tidak
menikahkan  duda  dalam  masa  iddah  istrinya.  Terlebih  dengan  adanya
Surat  Edaran  Dirjen  Bimbaingan  Islam  No.  DIV/E.D/17/1979  tentang
Perkawinan Suami dalam Iddah Istri Akibat Talak Raj’i memiliki maksud
yang baik maka surat tersebut sebaiknya diindahkan.
7. Apakah selama bapak menjadi Kepala KUA Colomadu pernah ada duda
yang ingin menikah lalu ditolak?
Jawaban: Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, kalau saya tidak
menikahkan. Jadi kalau ada ya saya tolak. Mungkin sebelum saya ada dan
pernikahannnya tetap dicatatkan seperti biasa, tetapi selama saya menjabat
disini saya memiliki pedoman tidak menikahkan duda yang istrinya masih
dalam masa iddah.  Saya suruh menunggu sampai  tangungjawab nafkah
iddah  istrinya  selesai.  Karena  banyak  kekhawatiran-kekhawatiran  saya
memilih  untuk  lebih  aman,  terlebih  ada  Surat  edaran  itu  ditakutkan
menjadi  polemik  dan  didengar  sampai  kemana-mana  maka  tidak  saya
nikahkan. 
J. Kepala KUA Jaten
1. Bagaimana profil KUA Jaten?
Jawaban: Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten terletak pada ruas jalan
utama  milik  Propinsi   Jawa  Tengah  yang  berkedudukan  di  Jl.  Solo  –
Tawangmangu  Km.  8,5  Karanganyar.  Dan  masuk  dalam wilayah  Desa
Jaten Kecamatan Jaten. Letak ini sangat strategis karena mudah dijangkau
dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini juga berdekatan dengan
Kantor  Kecamatan  Jaten  serta  kantor  dinas  instansi  yang lain  sehingga
memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan
pengurusan  administrasi  serta  hubungan  lintas  sektoral  dan  lain
sebagainya. Wilayah Kecamatan Jaten terdiri dari 8 desa.
Sedangkan  ibu  kota  Kecamatan  Jaten  adalah  Desa  Jaten  yang  secara
geografis  terletah  di  tengah-tengah  wilayah  kecamatan  Jaten.  Sebagian
besar  penduduk  Kecamatan  Jaten   adalah  PNS,  Pedagang,  Petani  dan
wiraswasta. Luas wilayah Kecamatan Jaten  adalah ±  255481 Ha. Secara
geografis Kecamatan Jaten terletak pada:  01º 2’ 00” – 02º 32’ 00” LU dan
117º 10’ 00” – 117º50’00” BT. 
2. Apa saja visi dan misi KUA Colomadu?
Jawaban: Visi KUA Jaten adalah “Terciptanya Layanan Nikah Yang Prima,
Harmonis,  Agamis,  Selaras  dan Tuntas di Bidang Urusan Agama untuk
terwujudnya Keluarga Yang Sakinah”. Sedangkan misi KUA Jaten adalah:
f) Mewujudkan layanan nikah dan rujuk yang prima
g) Mewujudkan sarana layanan publik yang nyaman
h) Mewujudkan peran lembaga keagamaan yang harmonis
i) Mewujudkan layanan ZIS, Wakaf, Produk Halal dan Haji/Umroh
yang efektif
j) Mewujudkan  akses  informasi  berbasis  teknologi
/Simkah/Simpeg/Simas/Siwak
3. Bagaimana pembagian struktur Organisasi KUA Jaten?
Jawaban: Kepala KUA: Sriyanto, S.Ag.
Fungsional Umum: Supomo, S.Ag.
Pengadministrasi: Muh Zaenudin
Pengadministrasi: Paidi
Pengadministrasi: Suparni
Pengadministrasi: Munarsih Puji Hastutik
Penyuluh: Eni Dyah Emawati,S.Ag
Penjaga: Jaelani
4. Bagaimana cara pengajuan nikah di KUA Jaten?
Jawaban:
a. Pendaftaran/ Pemberitahuan
a) Catin  (Calon  pengantin)  datang  ke  KUA  mendaftar  dengan
membawa surat  keterangan nikah dari  desa  /  Kelurahan (Model
N1, N2, N3, dan N4), Sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007, PS.5,
Ayat 2;
b) Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA (bedol), maka
membayar uang sebesar Rp. 600.000,- sedangkan yang melakukan
akad di KUA tidak dikenai biaya/ Rp. 0,-.
b. Pemeriksaan
Catin  dan Wali,  diperiksa  oleh  PPN (Pegawai  Pencatat  nikah)  atau
penghulu dan ditandatangani terlebih dahulu Berita acara (model NB),
sesuai dengan PMA. No. 11/2007, Ps.9).
c. Pengumuman kehendak nikah
Setelah  pemeriksaan  catin  tidak  ada  halangan,  PPN  membuat
pengumuman  ditempel  di  tempat  strategis  (waktu  dari  mendaftar
sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja) sesuai dengan
PMA. No. 11/2007. Ps. 16.
d. Pelaksanaan akad nikah
a) Akad Nikah dilaksanakan di KUA oleh wali Nikah dan dihadapan
PPN  atau  penghulu  dari  wilayah  tempat  tinggal  isteri,  sesuai
dengan (PMA. No. 11/ 2007. Ps. 17, 18 dan Pasal 21)
b) Atas  permintaan  catin  dan  persetujuan  PPN  akad  nikah  dapat
dilaksanakan diluar KUA.
e. Rekomendasi nikah
1) Catin  membawa  surat  pengantar  dari  desa  /  kelurahan  yang
dilampiri surat keterangan nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) dari
desa / kelurahan;
2) Foto copy KTP 2 lembar, KK, ijazah terakhir dan akte kelahiran.
3) Foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan background warna biru.
f. Duplikat surat nikah
1) Yang  berkepentingan  membuat  surat  pengantar  dari  desa  /
kelurahan  yang  mencantumkan  nama,  alamat,  dan  no.  register
nikah yang bersangkutan;
2) Surat  keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  (Apabila  surat
nikahnya hilang ) dan bukti fisik (Apabila surat nikahnya rusak).
3) Pas foto 2 lembar ukuran 3x4, bagi yang berbentuk buku.
5. Bagaimana  pandangan  bapak  terkait  Perkawinan  Suami  Dalam  Masa
‘Iddah Istri?
Jawaban: Menurut saya tidak ada aturan dalam islam kalau duda sudah
bercerai tidak boleh menikah dalam masa iddah. Jadi kalau ada duda ingin
menikah saya tetap menikahkan seperti biasa.
6. Bagaimana dasar yang bapak gunakan terhadap pelaksanaan perkawinan
suami dalam iddah istri?
Jawaban:  Dasarnya  ya  tidak  adak  aturannya  dalam  islam,  kalau  surat
edaran itu kan hanya berupa himbauan. Dan tidak wajib ditaati, bagaimana
bisa negara mengeluarkan surat edaran seperti itu mungkin kerjaan orang
liberal.
7. Apakah selama bapak menjadi Kepala KUA Colomadu pernah ada duda
yang ingin menikah lalu ditolak?
Jawaban: Coba nanti kamu tanya ke mas supomo minta datanya kesana
saya agak lupa kapan waktunya saya kurang tahu pasti tapi sepertinya ada
coba tanya saja kesana.
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FOTO WAWANCARA
Bersama Kepala KUA Jaten Bp. Sriyanto, S.Ag
Brsama Bp. Supomo, S.Ag. mencari akta cerai
Peta Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten
Kantor Uruan Agama Kecamatan Colomadu
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu
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AKTAI CERAI
Arsip Akta Cerai Putusan Pengadilan Karanganyar
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S U R A T E D A R A N
TENTANG MASA IDAH LAKI-LAKI
DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN
AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA
Jakarta, 10 Februari 1979
Kepada Yth,
1.      Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2.      Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding
di Seluruh Indonesia.
S U R A T   E D A R A N
Nomor : DIV/Ed/17/1979
Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Menunjuk Keputusan Rapat  Dinas Direktorat  Pembinaan Badan
Peradilan  Agama  Tanggal  24  sd  28  Mei  1976  di  Tugu  Bogor
lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat,
maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :
1. Bagi  seorang  suami  yang  telah  menceraikan  isterinya
dengan talak raj’I  dan mau menikah lagi dengan wanita
lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia
harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai  pertimbangan  hokumnya  adalah  penafsiran
bahwa  pada  hakekatnya  suami  isteri  yang  bercerai
dengan talak raj’i adalah masih dalam ikatan perkawinan
selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami
tersebut  akan  nikah  lagi  dengan  wanita  lain  pada
hakekatnya  dan  segi  kewajiban  hukum  dan  inti
hukum  adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh
karena itu terdapat kasus tersebut dapat diterapkan pasal
4 dan 5. Undangan – undangan no. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai  modul  pengaduan  penolakan  atau  izin
permohonan  tersebut  harus  dtuangkan  dalam  bentuk
penetapan pengadilan agama.
Demikianlah  edaran  ini  hendaknya  diperhatikan  dan  maklum
adanya.
a.n  DIREKTUR  JENDERAL  PEMBINAAN  KELEMBAGAAN  AGAMA
ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM
HM. IFHANTO SA. SH
NIP. 150021983
Tembusan:
1.      Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 
(sebagai Laporan)
2.      Arsip
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